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MOTTO -

Dan Eend’al{l}tﬁ Ramu memutuskan perfara diantara
mereRa menurut apa yang diturunkan Allaf, dan
Janganlah Ramu mengikuti hawa nafsu merekg, supaya
mereRa tidak memalingRan Ramu dari sebagian apayang
telak diturunkan Allaf Repadamu.
(QS. AlL-Maidaki : 49)
Ihmu yang paling baif, ialakh yang paling 6anyak,
memberikan manfaat Rgpada pemifiknya. Taqwa Kepada
Allah adalak hasil final dari ifmu pengetahiuan.
| (J.L . Basford)
Kita hidup antara dua tangis. Tangis perta;na di waktu
lakir dan tangis kedua pesakitan sewaktu malaikat maut
mencabut nyawa Rarena itu pergunakon sisa umur untufk,
beramal. Kita lakir tidak membawa farta dan matipun

tidaR juga membawa harta.

(Djamatus Djohan )

‘Tesis ini penulis persembahkan untuk:
> Orang Tua Tercinta
> Keluarga Tersayang

»  Mas Teguh Budi Y, SH
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Abstrak

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perluasan
Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai Antara Departemen Agama
Dengan Cv. Espro Consultant Semarang

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian yang
dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis serta
melakukan wawancara langsung di lapangan.

Perjanjiaan pekerjaan dibuat secara tertulis sebagai alat bukti yang kuat dalam
pembuktian di pengadilan nantinya apabila terjadi sengketa di kemudian hari..
Sedang Isi perjanjian adalah ketentuan — ketentuan atau syarat — syarat yang telah
diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad
baik.

Proses terjadinya Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan adalzh sebagai berikut :
Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Pendidikan Pembangunan,
Pemberian Undangan Tender, Pemberian Penjelasan Pekerjaan (danwijzing),
Penentuan Pemenang Tender, Penetapan Penunjukkan Pemenang, Perjanjian
Pekerjaan Perencanaan dan Surat Perintah Mulaj Kerja.

Pelaksanaan perjanjian perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama
Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) - Lantai ditempuh melalui metode Penunjukan
Langsung, yaitu pengadaan Jasa Konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan oleh
Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang
disamakan / ditunjuk dan diterapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan Kepres
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Instansi Pemerintah.

Tanggung jawab konsultan perencana ternadap terajdinya keterlambatan
penyerahan pekerjaan maka sesuai dengan Keppres no 18 tahun 2000 yaitu
pengenaan denda sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai
kontrak. Dalam Surat Perjanjian diatur mengenai pengenaan denda sebesar 0,5% dari
harga borongan untuk setiap satu hari keterlambatan. Konsultan perencana
dibebiaskan dari pengenaan denda ini apabila keterlambatan pekerjaan ini terjadi
karena adanya force majure, dan Jjuga diberi perpanjangan waktu apabila terjadi

keterlambatan pekerjaan karena adanya perubahan pekerjaan atas kehendak pemberi
tugas
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ABSTRACT

The realization on of widening development working building agreement
dormitory building of technical staff two floors between Department of Religious
assails with CV Espro Consultant Semarang.

Based on the statement that have been formulated, This research is analytic
descriptive qualitative research and direct interview in the sield. Working agreement
is made on written as a valid evidence on the testimony in the court if there is a legal
action in the future. The contents of agreement are provisions and terms that have
been agreed and covenanted by the both side. The terms must be realized with a god
will. .

The process of working plant agreement decide as follows formation of
training building development auction committee, distribution of bid invitation,
working exempla nation presentation (danwijzing) winner bid determination, winner
determination appointment, working plant agreement and letter of command starting
working. The realization of agreement plant development of widening dormitory
building of training and education technical staff two floors is second taken through
direct appointment method, that is supplying consultant service that the service
supplier is determined by the chief officer/ work unit/ project leader/ justifiable
official and adjusted and not diverged from the provision of presidential decree
number 18,2000 about the realization of -supplying Gods/ service guidance
government institution.

Planner consultant responsible to the deceleration of transfer of working, in
accordance with presidential decree number 18,2000 that is in position of at least one
per one thousand fine per day from price contract. In Letter of Agreement is adjusted
about in position of 0,5 percents fine from contract price for every one day
deceleration. Planner consultant is free from fine in position if the work deceleration
happens because of force majored, and also give over time if working deceleration
because of the existence of working changing for order giver desire.
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BAB1

A. LATAR BELAKAN(;:

Negara Indonesia melakukan pembangunan dalam berbagai bidang, baik
fistk maupun non fisik. Bidang fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana
fisk seperti, bangunan gedung pemerintah, sekolah, jalan, jembatan, dan
sejenisnya. Sedangkan bidang non fisik lebih menekankan pada bidang
pendidikan rohani, agama, dan etika. Kedua bidang ini, baik fisik maupun non
fisik harus berjalan seimbang, serasi, dan selaras, sehingga dapat terwujud suatu
masyarakat yﬁng damai.

Tujuan dari Pembangunan Nasional hamus mendapat dukungan dari
pemerintah, swasta, dan masyarakat karena ketiganya merupakan unsur — unsur
pelaksana dari pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam proses pembangunan akan melalui tiga tahapan, yaitu tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Ketiga tahapan ini
dilaksanakan oleh abli tenaga bangunan yang disebut konsulatan dan pemborong.
Sedangkan bidang pekerjaan konsultan teknik meliputi, tahap perencanaan,
pengawasan dan manajemen konstrukst.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Konsultan Perencana. Konsultan
Peren;:ana adalah pérusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

tugas Konsultansi dalam bidang Perncanaan Lingkungan, perancangan bangunan,

e Y
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béséﬁa kelengkapannya. Tugas konsuitan adalah membuat rencana bangunan,
_ rencana anggaran biaya, gambar — gambar serta persyaratan teknis.'

' Kedudukan konsultan ada di luar perjanjian pemborongan. Hubungan ini
dituangkan dalam Perjanjia‘n Pekerjaan Perencanaaan Bangunan, yang termasuk
dalam perjanjian melakukan jasa — jasa tunggal > ‘

Dalam pelaksanaan pembanguman tersebut perlu pula diingat mengenai
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
mengutamakan produksi dalam negeri dan mengutamakan pengusaha swasta
nasional.

Dalam suatu pembangunan, perencanaan memegang peranan penting
dalam menentukan berhasil tidaknya usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan
perkembangan jaman di mana untuk mencapai suatu tujuan diusahakan melalui
suafu cara yang paling efisien dan efektif tanpa mengabaikan kesempurnaan hasil
akhir sesuai dengan Undang — undang nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi.

Dengan meningkatnya pembangunan pada saat ini bgnyak bermumnculan
gedung -- gedung besar milik pemerintah maupun milik swasta, dan déngan
demikian bermunculan pula para pelaksana pembangunan gedung — gedung itu,
yaitn: perencana, pemborong/pelaksana, direksi/pengawas, pengusaha bahan
bangunan _dan sebagainya semuanya merupakan suatu rangkaian yang tak

terpisahkan untuk mewujudkan gedung — gedung itu.

! Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya DPU No. 205/KPTS/CK/1997, temans Pedoman

Teknis Perrvelenoparaan Gedune Negara
? Djumialdji,F.X, Perjanjian Pemborongan Jakarta, Rineka Cipta, 1982, hal, 28



Setiap bangunan gedung Pemerintah/Negara harus diwujudkan dengan

sebﬁk — baiknya, sehingga mampu memenuhi fungsi bahgunan secara optimal.

Bangunan gedung Pemerintali/Negara harus direncanakan, dirancang, dengan
sebaik — baiknaya, sehmgga dépat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak
dari segi mutu, biaya dan administrasi.

Pemberi jasa perencanaan dan pengawasan Bangunan Gedung
PemeﬁntahNegara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
menghasilkan karya teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut
kaidah, norma serta tata laku professional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Perencanaan
Pembangunan Perluésan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai
perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya
bangunan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan kepentingan proyek.

Untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana terutama Bangunan
Gedung Balai Diklat Pendidikan Agama dan Pelatihan Tenaga Kependidikan
Semarang di Lingkungan Departemen Agama pada Tahun Angggaran 2003
menugaskan Konsultan Perencana untuk merencanakan _pclaksanaan fisik
sehingga dapat diperolc_:h fasilitas yang mampu mendukung kegiatan perkantoran,
pendidikan dan latihan yang memadai dan tetap mengacu pada standar
Pembakuan Bangunan gedung perkantoran.

Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 {dua)
Lantai Antara Departemen Agama dengan Cv. Espro Consultant Semarang

mempﬁkan proyek peningkatan pendidikan agama dan pelatihan tenaga



kependldlkan Semarang tahun anggaran 2003, lokasi di jalan Temugmng -

Banyumamk Semarang diperlukan suatu perencanaan yang baik.

Untuk dapat menyusun suatu rencana yang baik, perlu 1e‘pih dahulu
diketahui, apa sebetulnya rencana itu sendiri. Di dalam buku Pedoman Kerja
Perencanaan jrang dibuat oleh Biro Afiliasi Teknik bekerja sama dengan Research
Ceﬁter Bagian Teknik Arsitektur FT UGM dikatakan bahwasanya suatu rencana
adalah suatu usaha yang mendahului suatu tindakan (action), atau dengan kata
lain, didalam kasus penyelenggaraan pembangunan gedung maka perencanaan
adalah merupakan suatu proses permulaan sebelum realisasi fisik pelaksanaan
pembangunan.

Agar tidak terjadi salah tafsir antara pemberi tugas dengan perencana
mengenai tujuan awal pembanguman tersebut, maka hal itu dapat dicapai dengan
adanya kesamaan-kesamaan pendapat tentang:

1. Terminologi mengenai bangunan yaﬁg akan direncanakan.
2. Standard persyaratan
3. Peraturan-peraturan yang berlaku.’

Para pihak yang terdapat dalam pembangunan jumiahnya tergantung dari

kekompiekan pembangunan itu sendiri. Disini penulis membagi tiga variasi:
1. Pekerjaan sederhana |
Para pihak yang terlibat: Pemberi Tugas, Arsitek, kontraktor-Sub Kontraktor.

2. Pekerjaan besar

? Ibid. hal.8



| Para pihak yang tertibat: Pemberi Tugas, Arsitek, Kontraktor-Sub Kontraktor,
Quantity Surveyor, Consultant.
3. Pekerjaan kompleks
. para pihak yang tedibat‘: Pemben Tugas, Arsitek, Kontraktor-Sub Kontraktor,
Quantity Surveyor, Consuitant, Project Manajer. |

Dari berbagai pihak tersebut, untuk menunjang pelaksanaan pronyek
bangunan dengan baik maka pihak-pihak yang terlibat harus yang berkompeten,
artinya para pihak haruslah telah memenuhi syarat-syarat prakuafikasi dan
kualifikasi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Keputusan Presiden RI. Nomor 16
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tabun 1995
Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi:
“Pekerjaaan perencanaan/perancangan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan
harus dilakukan oleh rekanan yang kompeten, dan pelaksanaan pekerjaan dilarang
merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan borongannya”.

Hubu_ngan antara pemberi tugas dengan perencaan telah dituangkan dalam
suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pekerjaan perencanaan, untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan antara keduanya.
Qleh karena itn apabila pemberi tugas hendak mengadakan peljanjian'dengan

perencana maka mereka membentuk perjanjian tersebut berdasarkan asas




kekebasan berkontrak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) Kitab
Uudéng—Undang Hukum Perdata, yang mengandung pengertian:
- - Orang bebas membuat perjanjian maupun tidak membuat perjanjian;
- Orang bebas menentuka;l iéi dari perjanjian;
- Orang bebas menentukan bentuk dari perjanjian;
- Orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- Orang bebas menentukan hukumnya yang berlaku bagi perjanjian.*
Namun kekebasan tersebut dibatasi dengan Pasal 1337 KUH Perdata,
yaitu:
- Pexjaﬁjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang;
- Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik;
- Petjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.
Dalam ﬁembuat perjanjian pekerjaan perencanaan, pemberi tugas dan
perencana haruslah berpedoman pada bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan

oleh pemerintah maupun Departemen Pekerjaan umum sebagai dasar hukum bagi

- bangunan atau proyek pemerintah. Sedangkan bagi proyek swasta peraturan

tersebut dapt di_jadikan scbagai pedoman dalam melaksanakan perjanjian
pekerjaan perencanaan. Bentuk-bentuk peraturan yang telah ada saat ini antara
lain; |

- Undang —Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

- Pasal 1601 KUHP Perdata tentang perjanjian untuk melakukan Jasa-jasa

tertentu;

* Djumiadji, Hukum Bengunan Desar — Dasar Hukurn Dalam Provek dan Sumber Dava Manusia,
Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.9 '




. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran

Belanja Negara

- Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tentang pengadaan Barang/Jasa

Instansi Pemerintah jc; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Jo
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanazan Anggaran
Belanja Negara

- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor:_ S-427A/2000

Nomor : S-2262/D-2/05/2000

Tentang i’etunjuk Teknis pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000

- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor:1203/D.1i/03/2000 Tanggal: 17 Maret 2000

Nomor: SE-38/A/2000

Tentang: Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa
konsultansi (Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsungl Non Personel)

- Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktur
Jenderal Anggaran Départemen Keuangan,

Nomor; 604/D.1V/02/1998 tanggal: 9 Pebruari 1998

Nomor: SE-35/A/21/0298




' Tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk
[;/Ienyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perhitungan Sendiri
' (HPS). | |
- Keputusan Direktur Jeﬁdéral Cipta Karya No. 295/KPTS/CK/1997 tentang
Pedoman teknis pembangunan gedung negara.
- Kcrangka Acuan Kngar (KAK) pekerjaan perencanaan.
'Peratumn_' tersciiut ‘pada '_umumnya mengatur tentang hak-hak dan
kewajiban Konsultan Perenmn-ar y?mg harus diperhatikan, baik pada pembuatan
petjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan berakhimya

petjanjian. Mengenai perjanjian perencanaan tidak diatur khusus di dalam KUL

Perdata, namun dari sifatnya perjanjian ini termasuk dalam perjanjian melakukan -

jasa yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata, yaitu suatu pihak menghendaki
dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapal suatu tujuan,
untuk mana ia bersedia membayar upéh, sedangkan apa yang dilakukan untuk
mencapal fujuan tersebut sama sekali terserah pada pihak lawan itu. Biasanya
pihak lawan ini adalah seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut
dan biasanya ia juga memasang tarif untuk Jasanya itn. Upahnya biasanya
dinamakan honorarium ”

Perjanjian Perenwr_xaan ini sangat penting saat ini, di mana banyak sekali
tuntutan dari masyarakat akan Bmguﬁan—bangxman yang membutuhkan tenga ahli
perencanaan  bangunan, sehingga mendorong bertumbuhnya pendirian

pemsahaaxi—pemsahaan yang bergerak di bidang Konsultan Perencana.

* Subekti, Aneka Perjanjian. Bandung, Alumni, 1982, hal 69



Perusahaan yang akan mengikuti perencanaan diharuskan memenuhi
pers}aratan, karena sebelum diadakan perjanjian terdapat kegiatan-kegiatan yang

harus dilaksanakan sebelum terjadinya pelaksanazn perjanjian, yaitu:

_lPembgntahuap/pgngumuman secara terbuka atau terbatas tentang adanya

pelelangan pekerjaan,

2. Persyratan prakualifikasi, kualifikasi, dan klasifikasi yang dimaksudkan untuk
mengetahui kemampuan dasar dari masing-masing perusahaan pada bidang
pekerjaan atau spesialisasi, karena pekerjaan perencanaan berkaitan dengan
kesejahteraan, kepentingan, dan keselamatan umum.

3. Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam perencanaan bangunan.

4. Pelelangan.

Dalam penyelengaraan perjanjian perencanaan, di mana pemerintah
berkedudukan sebagai pemberi tugas, berusaha supaya pelaksanaan perjanjian
tepat waktu. Hal ini berhubungan dengan kepentingan masyrakat dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah scbagai sumber dana. Di lain pihak Konsuitan Perencana sebagai
perencana bertujuan menerimea honor sehagai imbalan atas prestasi yang diberikan
pemerintah. Hubungan demikian ini mengandung peluang terjadinya konflik.
Peluang terjadinya konflik itu dapat bersumber pada obyek maupun  sifat
perjanjian itn. Di mana seseoféng teiah tidak melaksanakan prestasinya sesuai
ketentuan dalam kontrak, maka tidak dengan sendirinya dia telah melakukan -

wanprestasi, . Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban



) sébagajmana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak — pihak

_ tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong penulis untuk mengetahui
dan mempe[aj&i mengenai‘. péljaﬁjian pekerjaan perencanaan dan penulis akan
melakukan penelitian disalah satu perusahaan swasta di Semarang, vaim CV.
ESPRO CONSULTANT, selaku penerima tugas dengan mengambil judul:
“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAAN
PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA
TEKNIS 2 (dua) Lantai ANTARA DEPARTEMEN AGAMA DENGAN CV.
ESPRO CONSULTANT SEMARANG?.

B. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya
penyimpangan dari permasalahan yang ada, schingga penulisan dapat lebih baik
dan tidak melebar dari pokok permasalahan.

Bertolak dari pemikiran di atas dan latar belakang alasan pemilihan judul,
maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan
Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara
Departemen Agama Dengan CV. Espro Consultant Semarang ?

2. Bagaimana proses terjadinya Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan
Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Telmis 2 (dua) Lantai

Antara Departemen Agama Dengan CV. Espro Consultant Semarang ?
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) Bagaimana tanggung jawab dari para pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pekerjaan Perencanasan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat

Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan CV. Espro
Consultant Semarang dalam hal terjadi@ta

C Tujﬁan_ Penelitian .

| 'Mcn:ﬁrut_'—Sde-jomSéekanto “Penelitian merupakan bagian pokok ilmu
pengetahuan yaﬁg b.ertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, di
samping juga merupakan saran untuk meﬁgmnbangkan ilmu pengetahuan, baik
dari segi '.teon'tis maupun praktis”. Setiap orang yang melakukan penelitian
tentunya niempunyai fujuan tertentu.

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan vang jelas dan pasti. Hal
1m mernipakan ;Sedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan
kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unmk mengkaji, menggali mengenai bentuk dan isi Perjanjian Pekerjaan
Perencanaaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis
2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengax-l CV. Espro Consultant
Semarané. _

2. Untuk méngkaji dan mengétahui bagéimana prosedur dalam Pelaksanaan
Peljﬁﬁjian 'Pekerjae.m- Perencanaaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama

o D'ik-Iat. Tenaga Teknis 2.‘(‘du“z_1) Lantal Antara Departemen Agama Dengan CV.

‘Espro Consultant Semarané._ ) -



3. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tanggung jawab dari para pihak

dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan
Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara
Departemen Agama Dengan CV. Espro Consuitant Semarang dalam hal

terjadinya wanprestasi dan overmacht.

D. Manfaat Penelitian .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan

akademis, masyarakat maupun bagi kepentingan praktisi, dalam hal ini

pemerintah selaku peveniu kebijakan dan pelaksanaan peraturan hukum,

masyarakat ‘selaku orang yang mentaati peraturan hukum yang ditetapkan oleh

pemerintah.

1.

Bagi akademis, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi
ilmiah guna mejakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang
bentuk dan isi, bagsimana proses terjadinya, dan tanggung jawaB para pﬁlak
dalam hal terjadinya wanprestasi dan overmacht, dalam Pelaksanaan
Perjanjian Pekerjaan Perencanasan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama
Diklat Tenaga Teknis 2 {dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan
Cv. Espro Consultant Semarang .

Bagi aparat pemerintah, dengan ‘hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan
dalam mengambii 1aﬁgkah—1angkah kebijakan selanjutnya guna mengatasi

tentang bentuk dan isi, bagaimana proses terjadinya, dan tanggung jawab

~ para pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan
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fembanguna_ﬁ Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua)
Lantai Antara Departemen Agama Dengan Cv. Espro Consuitant Semarang.

3. Bagl masyarakét- umum, pemberi tugas, khususnya Departemen
Perindustrian dan Perdagangan RI”dan diharapkan dapa memberikan
masukan kepada para konsuitan perencana pada umumnya dan CV.Espro
Consultant agar dapat lebih mengetahui mengenai tentang bentuk dan isi
bagéimana proses terjadinya, dan tanggung jawab para pihak, dalam
Pelaksanaan Pefjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perluasan
Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen

Aga:i:g Dengan CV. Espro Consultant Semarang

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil peneiitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis dan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh dari penelitian ini, maka
penulis menyusun sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.
BABIL : TINJAUAN PUSTAKA

- Pada Bab ini diuraikan Pengertian Umum tentang Perjanjian pada umumnya
Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanazan Pembangunan Perluasan Gedung
Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara Debartemen Agama Dengan

Cv. ".E‘spro_Coﬁsulta_nt Semarang . -
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BAB Il : METODE PENELITIAN
.v Dalam Bab ini akan diuraikan Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian,

Lokasi penelitian, Populasi teknik sampling dan sampel, Jenis dan sumber data,

Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisa data.
BAB Vi: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Pada Bab ini akan dijelaskan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian
yang didapat dari data primer maupun data sekunder tersebut analisis terhadap
hasil penelitian tersebut mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan
Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dva) Lantai
Antara Departemen Agama Dengan Cv. Espro Consultant Semarang,
BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.
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o

A. T]NJAUAN TEORITIS
I Perjanjlan Pada Umumnyar
LI Pengertian Perjanjian
Kata perjanjian pada umumnya berasal dari kata “overcenkomst™. Kata
overeeﬁkomst diterjemahkan dengan menggunakan istilah baik ‘“perjanjian”
maupun “persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang
b_erbedé. Menurut -Wiryono Projodikoro mengartikan perjanjian dari kata
verbintenis, sedangkan kata overeenkomst diartikan dengan kata persetujuan’.
Sedangkan menurut R. Subekti Verbintenis diartikan scbagai
perutangan/perikatan - sedangkan overeenkomst diartikan sebagai
persetujuanfpexjanjiang. Agar tidak terjadi kebingungan dan kerancuan dalam
mengartikannya, maka penulis mengikuti pengertian dari R. Subekt yang
menyebut verbintenis dengan perikatan dan mengartikan overeenkomst dengan

perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah sebagai

berikut:
| “Suatu peqanjlan adaiah suatu perbuaian dengan mana satu orang atau

lebth mengikatkan dirinya terhadap safu orang atan lebih”,

¢ Voilmar, h. f 2 Peneantar Studi H.,:]mm Perdata Jilid 1, diterjemahkan oleh L §. Adiwimarta,
.~ Rajawali; Jakarta, 1984, hal. 127 .

T Wiryono Projodikoro, Hukum PerdaiaTentang Persetuivan-Persetujuan Tertentu, Penerbrt Sumur
Bandung, Bandung, 1981, hal. 11. '

3 R Subekti,. As;gk—&@' Hukum Perikétan Nasional. Alumni, Bandung, 1976, hal, 12-12,
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: Pengcrtian yang Iengkap dan sempurna mengenai pengertian atau definisi

. dan per_lanjlan sangatlah suht untuk kita dapatkan karena masing-masing sarjana

mempunym pendapat yang berbeda-beda Untuk mempennudah dan mengetahui
pengertlan perjanjian dan para sarjana, maka ada beberapa pendapat yang
'dikemukakan sebagai berikut:

Menurut R. Subekti

“Suatu per_;an_nan adalah suatu penstlwa di mana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dJmanadua orang ita salmg beljgnjl untuk melaksanakan sesuatu
hal”.’ | | |

Menurut K. R. M. T. Tirtodiningrat:

“Peﬁanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
diantara dua orang aIau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat bukum yang
diperkenankan oleh undang-undang”. 10

Menurut Wiryono Projodikoro:

“Sugtu perjanjian -diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta
benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pibak berjanji atau dianggap
beijanji untuk | melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal,
sedangkan pih_ak laiﬁ berhak ménuntut pelaksanaan janji itu”."!

Dari’ﬁengertian tersébut di atas terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu

akan-menimbuikan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat

Subekti. R, Hukum Perjanjian, Inten".as& Lk..rta, 1987, hal. 1,
Tmodmmgrat K. R T. M, IhmarHukum Perdata Dan Hukum Dag@_gg, Pemhanmman Jal\arta_
1966, hal. 83 :

lWmono Pro;od:lxo*o p_C:t i‘al 11
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perjanjian, Masing-masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan

. kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian.

| Hubungan hukum antara para pihak ini tercipta karena adanya perikatan
yang dilahirkan dari snatu beéianjian. Perlu diingat bahwa perjanjian merupakan
salah satu sumber lahirmya perikatan, sedangkan sumber lahimya perikatan yang
lain adalah undang-undang. Perjanjian ini tidak harus tertulis, akan tetapi bisa juga
dilakukan dengan cara lisan, dimana dalam perjanjian itu adalah merupakan
perkaiaan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis
1.2 ﬁnSur—unsur Perjanjian

Sédangkan UNSUT-URSUr perjanjian adalab sebagai berikut: '

a. Ada pihak-pihak, sedikimya dua orang.

Para pihak dalam perjanjian imi disebut subyek perjanjian. Subyek
perjanjian dé_pat berupa orang atau badan hukum. Subyek perjanjian ini harus
berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh
Undang-undaﬁg.

b. Ada persetujuan antara para pihak.

Persetujuan antara para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan.
Dalam perundingan umumnya dibicaakan mengenai syarat-syarat mengenai dan
obyek perjanjian itu timbul perjanjian.

c. Adanya tujuaﬁ yanghendak dicapai.

Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh berte:ntangan_'dengaxi

‘ Uridang—undéﬁ_g, kesusilaan dan ketertiban umum.

" 2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), hal. 80



d. Adanya prestasi yangakan dildksanakan.

Prestasi meruﬁak'an kewajiban yang haru sdipenuhi oleh pihak-pihak
sesuai dengan syarat-syaré{t perjanjian.

e Adanya beﬁtuk t&teutu lesan atau tulisan.

Pentingnya bentuk tertentu ini karena Undang-undang yang menyebutkan
bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan
mengikat dan bukti yang kuat.

f Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat dike;ta_hui hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan
kewajiban dan menimbuikan syarat hak.

1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk ﬁembuatan pegjanjian ini ada syarat-syarat sah dari perjanjian.
Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah.

Syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang meggadakan pefjanjian
harus terjadi dengan sukarela tanpa paksaan dan penipuan. Diantara para pihak
harus ada kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam pembuatan suatu perjanjian
kemﬁngldnkan terjadi kata Sepékat vang diberikan karena ada paksaan, penipuan,
maupun kekerasan., Dalam keadasn ini mungkin diadakan pematalan oleh

pengad_ﬂan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.
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2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

"Yang dimaksud cakap dalam hal ini adalah harus cakap menurut hukum.

Ukuran dewasa di sini adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur

21 tahun tetapi sudah pema:h kawin. Mengenai orang s,rang dianggap tidak cakap

untuk membuat suata perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

¢ QOrang-orang yang belum dewasa.

e Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

e Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun

1963, seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak

bebas dalaxﬁ melakukan perbuatan hukum serta menghadap dimuka pengadilan

tanpa seijin suami.
3. Suatu hal tertentu.

Artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan

dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya."> Mengenai jumlah dan

keberadaan dari barang tersebut tidak harus disebutkan.

¥ Subekt, R. Op Cit. ha! 19



4. Suatu sebab yang halal.

Syarat ini berkenaan dengan tujuan dari perjanjian ifu sendiri. Sebab yang
tidak hatal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum.

Jika. dalam suatu perjanjian keempat syarat ini telah dipenuhi, maka
p'crjanj__iah '_t§rs§but adalah sah. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi,
maka aldbaf hukum yang s;eharusnya terjadi tidak dapat terjadi karena perjanjian
tersebut tidak sah. o

Keempat syarat dari perjanjian itu jika digolongkan maka akan terbagi
menjadi dua yaitu:

1. Syarat subyektif

Adalah syarat yang menyangkutkan subyek dari perjanjian, yaitu pibak
yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah:

e Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirl.
e Cakap untuk membuﬁt suatu perjanjian.

Bila syarat subyektif tidak dipenubd maka perjanjian dapat dimintakan

pembatalan. Pihak yang dapat memintakan pembatalen itu adalah pibak yang

tidak éakap atan pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.
2. Syarat obyektif
Adalah merupakan syarat yang menyangkut obyek dari perjanjian yaitu:
o Syatu hal tertentu, dan -

. Suatu-s_eb'ab yang halal .
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Bila syarat obyektif tidak dipenubi maka perjanjian tersebut batal demi

“hukum tanpa harus dimintakan pembatatannya.

1.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum peﬁmjim berlaku beberapa asa. Asas-asas hukum
perjanjian terdapat dalam buku 111 K UHPerdata, sebagai berikut:
a.  Asas Kebebasan Berkontrak

Yakni bahwa  setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini
dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yakni memberikan
kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang
berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
b.  Asas konsensualisme

Yakni perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata
sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320
KUE[Perdéta yang menyebutkan adanya empat syarat sah perjapjian, salah
satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
c.  Asas kekuatan mengikat/asas Pacta sunt servanda

Yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang

membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti |

bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuamya. Hal ini
terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan “Semua
perjanjian yvangdibuat secara sah berlaku sebagal undang-undang bagi mereka

yang membuat”.




4 Asas itikad baik

- Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa semua perjanjiziu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas jtikad baik

ini ada yang subyektif danw ada yang obyektif. Syarat itikad baik yang subyektif
adalah dalam hal kejujuran dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa
yang ada dalam setiap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
Sedangkan syarat itikad baik yang obysktif adalah bahwa dalam pelaksanaan
suatn perjanjian harus didasarkan pada nmorma kepatutan atau apa-apa yang
dirasakan sesuai dengan yangpatut dalam masyarakat.
15 Pihak—Pihak Dalam Perjanjian

Pihak-pihak dalam perjanjian adalah personalia atau tentang siapa-siapa
yang ters.mgkut dalam suatu perjanjian atau yang secara aktlf bertindak secara
langsung dalani suatu perjanjian yang dibuat. Setiap orang tidak dapat membuat
perjanjian terhadap dirinya sendiri, mengikatkan diri terhadap dirinya sendiri dan
minta ditetapkan suatu janji, seperti yang terdapat dalam Pasal 1315 KUH
Perdata. Dalam perjanjian selalu ada pihak-pihak baik yang mengikatkan diri

maupun yang dikatinya.

Jadi dalam suatu perjanjian timbal balik pihak-pihak yang mengadakan |

perjanjian mempunyai hak dan kewajiban satu sama Jain. Sedangkan dalam

perjanjian sepihak, pihak-pihak yang memperoleh hak dan kewajiban tidak
memperoleh kebalikan dari hak dan kewajiban pihak yang lain.

- Dalam suatu janji untuk pihak ketiga, scorang membuat suatu perjanjian,

fdalfm_i ﬁéljanjiaﬁ mana ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Hak yang



' deeqan]1kan untuk pihak ketiga memang dapat dianggap sebagai suatu beban

. ,Yallg dlpikulkan kepada pihak 1awan

Dentran demikian dapat dikatakan bahwa subyek atau personalia dalam
suatu peljmljian adalah kreditur atau debitur atau pihak yang memperoleh hak-hak
dan pihak yang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban.

1.6 Pelaksanaan Perjanjian

Dalam suatu pelaksanaan ‘pexjanjian dimana seorang berjanji atau dua
orang saling berjanji untuk melaksé\nakau suatu yang diperjanjikan agar terlaksana
maka harus ada realisasi diant#ra para pihak yang mengadakan perjanjian,

Ménprut pelaksanaan dari perjanjian, maka perjanjian dapat dibagi dalam
3 (tiga) macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
C. Perjanjiaﬁ untuk tidak berbuat sesuatu.”

Ketiga macam pefjanjian ini merupakan kewajiban dari masing-masing
pihak yang harus dipenuhinya. Mengenai pemenuhan prestasi dari perjanjian ini
diatur dalam Buku I Bab Kesatu Bagian Kedua dan Ketiga vaitu pada Pasal
1235, Pasal 1240, dan Pasal 1241 KUHPerdata. |
1.7 Hambataﬁ—Hafnbatau Daiam Pelaksanaan Perjanjian

Suata pelj]amlan dalam pelaksanaannya ada kemunglkinan tidak sesuai

dengan yang dlpe:]anjlkan atan mungkm tidak dapat dilaksanakan karena adanya

1 Subekti R Op Cit. hal. 30,
Senawan R Pokok Pokok Hukum Penkatan Bma Cipta, Bandung, 1979, hal. 15




;l{;imbatan—hambatan dalam  pelaksanaannya, Hambatan-hambatan ~ dalam
. pelm perjanjian adalah sebagai berikut:
| A. Keadaan meiiaksa (overmacht)
 Wanprestasi ialah keadaan memaksa (overmacht, jorce majeur). Untuk
dapat dikatakan suatu keadaan memaksa, selain keadaan ity diluar kekuasaannya
si berhutang dan memaksa, keadaan yang ielah timbul pada waktu perjanjian itu
dibuat, sétidak ~ tidakiiya tidak dipikul risikoniya oleh i berhutang,

Risiko ialah kewajiban unmtuk memilcyl kerugian jika terjadi keadasn |
memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda
yang menjadi obyek perikatan aiaun menghalangi’ perbuatan debinr memenubi
prestasi.’®

Keadaan memaksa ada yang bersifat muilak, yaitu dalam halnya sama
sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya 'barangn)fa sudah
hapus karena bencana alam), tetapi ada juga yang bersifar tak mutlak, yaitit berupa
Suatu keadaan di mana perjanjian iasih dapat juga dilaksaniakan, tetapi dengan
pengorbanan — pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang (misai harga
barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual membumbung tingg] yang
tenyebabkan si berhutang  tidak dapat mengirimkan barangnya karena

Pernieriiitah melarantr déngan ancaman hukuman uiituk mengeluarxan baremU daii

suatu dari daerz_lh).

"% Abdulkadir Muhammad, Hulkam Periktan, Alumni, 1982, hal, 144
- Subekn R Hukum Perjanitan, Intermasa, Jakarta, 1987, hal, 28




Unsur — unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu iafah:

a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau

" memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan ,ini selalu bersifat tetap.

b) Tidak dapat dipenuhi prestasa karena” suaty peristiwa yang menghalangi ‘

perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
¢} Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu
membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena
kesalahan pihak — pihak Khususnya debim_r.‘8
Sehubungan dengan keadaan memaksa ini dalam ilmu hukum dikenal dua
macam ajafan yaitu:
a) Ajaran yang bersifat obyektif
Keadaan memaksa yang bersifat obyektif. Obyektif artinya benda yang
menjadi obyek i)erikatau tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut
ajaran ini, keadaan memaksa itu ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin
memenuhi prestasi yang berupa benda obyek perikatan itu. Dalam keadaan yang
demikian ini secara otomatis keadaan memaksa itu maengakhiri perikatan karena
tidak mngkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal. Keadaan
memaksa bérsifat tetap.
b} Ajaran ymlg ber_sifat subyektif
Keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Dikataka subyektif karena
ﬁmnyaﬁgku_t péfbuatan debitm‘ sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendﬁ'i,.

_]adl tg;jbatés pada 'perbuatan atau kemampuan debitur. Dasar ajaran ini ialah

* Abdulkadir Muhammad, Hulym Perikstan: Alumni, 1982, hal. 243
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\.}

kesuhtan — kesuhtan Menurut ajaran ini debitur masih mungkin memenuhi

pmstam walaupun mengalatm k@suhtaﬂ atau menghadapi bahaya, kemungkinan

dxtahan yang berwajlb

Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang
demikian ini perikatan tidak berhenti (tidak batal) melainkan hanya pemenuhan
prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidek lagi pemenuhan prestasi
diteruskan.

Timbul ajaran tentang keadan memaksa seperti telah diuraikan di atas

karena keadaan memaksa ﬁdak mendapat pengaturan secara umum dalam undang

- undang ga;ena itu hakim berwenang menilai fakta vang terjadi (wanprestasi)
bahwa debitur ada dalam keadaan memaksa atau tidak sehingga debitur
bérkewajiban menanggung risiko atau tidak.

Akibat hukum keadaan memaksa

- Keadaan memaksa yang bersifat obyekiif dan bersifat tetap secara

otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal. Konsekwensi dari

penkatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah — elah
tidak pernah terjadi perikatan, jika perikatan itu sudah dilaksanakan.
‘Palam Keadaan memaksa yang bersifat subyektlf dan bersifat sementara,

keadaan memaksa itm hanya _mempunyal daya menangguhkan dan kewajiban

béri)r@étasi hidup kembali jika keadaan memaksa itu sndah tidak ada lagi. Tetapi

jika 'préstasiﬁya sudah tidak mémpunyﬁi arti iagi bagi kreditur, mwaka perikatannya

menjz_xd_i gugur. PLhak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya.
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Pengaturan keadan memaksa dalam undang — undang
Mengenai keadaan memaksa ini dalam buku [l KUH Perdata pada bagian

umum hanya ditemukan satu Pasal saja yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang

mengatur soal risiko dalam hal terjadi keadaan memaksa. Menurut Pasal ini risiko

ada pada kreditur, tetapi Pasal ini hanya berlaku untuk perjanjian unilateral
(sepihak), bukan untuk perjanjian bilateral (timbal balik).

- Untuk perjanjian bilateral, Pasal — Pasal yang mengatur soal risiko pada
bagian khusus, yang mengatur perjanjian — perjanjian khusus. Pasal — Pasal itu
ialah Pasal 1460 KUH Perdata tentang jual beli barang tertentu; Pasal 1545 KUH
Perdaté te;ntang perjanjian tukar inenukar;. Pasal 1553 KUH Perdata tentang
perjanjian sewa menyewa,

Dalam ketentuzn — ketentuan umum mengenal perikatan pada umunya

“buku I KUH Perdata, ada dua Pasal yang mengatur tentang keadaan memaksa,

tetapi hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari
pembayaran gann 'kerugian jika debitur tidak memenuhi perjanjiaﬁ karena adaﬁya
I;eadaan memaksa. Jadi keadaan memaksa yang dikemukakan debitur ita sebagai
pembuktian, Pasal — Pasal tersebut adalah Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal
1245 KUH perdata dan Pasal 1444 KUH Perdata.”

Pembukuan adanya keadaan memaksa (overmachr)

Pihak yang harus membukukan adanya overmacht dalam KUH Perdata "

‘ dlsebutkan dengan jelas pada Pasal Pasal 1244 dan 1444 yaltu pthak debltur -

.yang terpaksa tldak dapat memenu]n presta51

B 19Abdu1kadu Muhammad,Hulmm Pe'rik@, Alumni, 1982, bal 243 -




‘Adanya overmacht harus dibuktikan oleh debitur, sedangkan siapa yang

__ menuntut penggantian ganti kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar

hukun harus membuktikan adanya kesalahan piak yang dituntut
* Debitar yang hendak u;eng'gunakan keadaan memaksa sebagai alasan tidak

berprestasi harus membuktikan bahwa terjadinya peristiwa yang -merupakan
keadaan memaksé adalah:
a. Diluar kesalahannya;
b. Tidak dapat ia ketahui lebih dahuly;
c Ia tidak memikul risikonya;
d. Ia tidai%__dapat secara lain melaksanakan perikatan 2!

Peritiwa — peristiwa yang mungkin merupakan keadaan memaksa:
a. Undang - Undang dan Tindakan Pemerintah.
b. Perbutan oraﬁg ketiga.
c. Sakit. ,
d. Pemogokan buruh *

Ganti Kerugian

Yang dimaksud dengan ganti kerugian ialah ganti kerugian yang timbul
karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari
tiga {msu: yaitli (Pasal 1246 KUH Perdata)
a Ongkos — ongkos atau blaya - biaya yang telah dikeluarkan, msa]nya ongkos

cetak blaya meterm blaya iklan

» Subekﬂ Hularm Perjanjian, mtem]asa, Jalarta, 1987, hal. 20 ‘ :
RM Survodiningrat, Asas -- asas Hukum Perikatan. Tarsito, Bandung, 1995, ha] 31
z R.M buxyomnmgrat Asas asas Hukmn Penka‘tar_l, Tarsito, Bandung, 1995, hal 40




: b | Keruglan karena kemsakan kehﬂangan atas barang kepunyaan kreditur akibat

.kelalalau debmn' Kemgnan dzsml adalah yang sungguh ~ sungguh diderita
o xmsa]nya ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak
. _perabotrumahtangga.

"c.' _Bunga atau keuntlmgan yang diharapkan. Karena debitur Ialai, kreditur

o *L“-kehﬂangan keuntungan yang diharapkan,

Ganu kerugzan 1tu harus di]:utung berdasarkan nilai uang jadi harus berupa
uang bukan berupa barang | |
Ada dua pembatasan kerug:an
a. Keruglan yang dapat diduga ket:ka membuat perikatan.

b. Kemglan sebagzu akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Pembatasan - pembatasan itu sifatnya sebagai perlindungan undang ~
undang ', terﬁadaf,t debitur clanl perbuatan sewenang - wenang pihak
krechtur (Ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata).

Persyaratan “dapat dlduga” tidak hanya ditujukan kepada kemungkinan
ﬁmbulnya keruglan saJa, melamkz_m juga meliputi besarnya jumlah kerugian.
Persyaratan “akibat iangsung” membawa kita kepada teori kausalitas. Ada dua
macam féori kaué,alitas y’aitu"' -

Teon conditio sine quo non (von Buri)

Setiap penstiwa adalah pentmg dan menyebabkan texjadmya akibat.




b, Teori adequate'(von Kries)
Yang ‘dimaksud dengan akibat -Iangsung ialah akibat yang menurut
pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan-atau dapat diduga akan
. terjadi. - -

Selain pembatasan yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi i}embatasan
pembayaran ganti kerugian itu, yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa
pembayaran sejumlah uang. Hal ini ditentukan dalam pasal 1250 KUH Perdata.

Bunga disini adalah bunga karena lalai atan terlambat membayar sejumlah
uang itu. Ganti kerugian yang berupa bunga ini harus dibayar oleh debitur kepada
krcdltur tanpa kewajiban pembuktian lagi oleh kreditur.”

Adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga
terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya

, scbelum dia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat d.ipemaléhkan
'kepadanya. |

B. Wanprestasi

Adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau
melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Wanprestasi
(kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) mécam, yaitu:

# Tidak melakukan apa yaﬁg disanggupi untuk dilakukan.

9 Melaksanakan apa. yang dxpex]anjlkan tetapi tidak sebagalmana yang

dlpexjanjlkan f

| 0 .M_eiakukan apa yéjng dijanjikan tetapi terlambat.

% Abdulkadir Muhammad, Hulum Perikatan, Alumsi, 1982, hal. 43
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= Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

- Apablla debitur atau si berutang tidak dapat memenuhi prestasinya, maka

_kredltur blsa untuk memmta pemenuhannya atau memberi penngatan agar debitur

; memenuln prestas1 Setelah dlpenngatkan dan ditagih ternyata debitur tidak dapat

, memenuhi maka debitur dinyatakan lalai dan ia berada dalam keadaan

wanprcstas1
- Untuk debltu.r yang lalai ada 4 (empat) hukuman atau akibat-akibat yang,
yaitu
¢ 'lMembayar kemglan yang diderita oleh kredltur atau dengan singkat
dmamakan gantx Tugi. |
¢ Pembatalan perjanjian.
4 Peralihan resiko.
¢ Membayar biaya perkara, bila diperkarakan didepan hakim,
Pfestési' | atau yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah
rﬁ)mance"dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal —
hal tertuhs dalam suat kontrak oleh plhak yang telah mengikatkan dini untuk ifu,

pelaksanaan mana sesuiai dengan “ferm” dan “condition” sebagaimana disebutkan

- dalam kontrak yang bersangkutan,**

Adapun yang merupakan model — model bentuk prestasi adalah seperti
‘yang dlsebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, }mtu berupa

1) Membenkan sesuatu;

_2). Berbuat sesuatu;

Banduncr 2001 h3184 - '
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3) lidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah  tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh konirak terhadap pihak — pihak
' tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekwensi terhadap timbulnya hak
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak
pun yang diragikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat
terjadi karena:

1) Kesengajaan;
2) Kelalaian,
3} Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam
kontrak, maka tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila
tidak ditentukan lain dalam kontrak atau undang — undang, maka wanprestsi si
debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh pihak kreditur yakni
dengan dikeluarkanmya “akta lalai” oleh pihak kreditur. Dalam praktek akta lalai
ini sering disebut dengan Somasi.

Akta lalai tidak diperlukan dalam hal — hal tertentu, yaitu dalam hal — hal
sebagai berikut:

1) Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu.
2) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.

3) Debitur keliru memenuhi prestasi.




4) Ditentukan dalam undang — undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum
(misalnya Pasal 1626 KUH Perdata).

5) Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan
wanprestasi.

Seorang debitur yang lalai yang melakukan “wanprestasi”, dapat digugat
di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugiken pada
tergugat itu.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannnya
atan terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan. Hal kelalaian atau wapprestasi pada pihak si berhutang ini harus
dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu,
bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu
yang pendek

Peringatan (somasi) itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadillan,
menurut undang — undang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis {Pasal 1238
KUH Perdata), sehingga hakim tidak akan menganggap suatu peringatan lisan.

Ada kalanya, dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam

hal — hal mana si berhutang dapat dianggap lalai, maka tidak diperlukan suatu

somnasi (peringatan).

Yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai, si berpiutang dapat
memilih antara berbagai kemungkinan, yaitw;
1) la dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah

terlambat.
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2) la dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang di deritanya,
karepa perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi
tidak sebagaimana mestinya.

3) la dapat menuntut pélaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian yang di.derita olehnya sebagai akibat terlambamya pelaksanaan
perjanjian.

4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian
satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada
hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian
kerugian.?’

Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUH Perdata yang menentukan bahwa
tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telab dibuat dengan syarat, bahwa
kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan
tersebut harus dimintakan pada hakim.

Kedua pihak yang berkontrak dapat mengadakan ketentuan bahwa
pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim, sehingga perjanjian dengan
sendirinya akan hapus manakala satu pibak tidak memenuhi kewajibannya.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan, Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah

ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan “wanprestasi”(kelalaian}.

25 R Subekti, Pkok — Pokok Hulamm Perdata P. T Intermasa, Bandung, 1982, hal. 147
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Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk
berbuat sesuatu, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih
dahulu diberi teguran (somasi) agar ia memenuhi kewajibannya.

Cara memberikan téguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi
teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata
yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan “surat perintah” : peringatan
resmi oleh jurusita pengadilan,

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi maka kreditur dapat memilih
di antara beberapa kemumngkinan tuntutan sebagai disebut Pasal 1267 KUH
Perdata yaitu;

1)  Pemenuhan perikatan;

2} Pemenuhan perikatan dengan panti kerugian;
3)  QGanti kerugian;

4) Pembatalan perjanjian timbal balik;

5}  Pembatalan dengan ganti kerugian

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian maka ia dianggap telah
melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian,
Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini
sebenamya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenchan perikatan
memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Pernyataan lalai adalah pemberitahuan kreditur kepada debitur mengenai

saat terakhir debifur harus berprestasi. Bilamana debitur tidak berprestasi pada

“ Riduan Syahrani, Seluk — Beluk Dan Asas — Asas Hukum Perdata, Alumni |, Bandung, 1992,
hal 228 ’
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saat tersebut dalam pernyataan lalai, maka kreditur dapat menuntut debitur di
muka Pengadilan pembatalan perikatan dengan/tanpa tambahan pembayaran ganti
rugi, biaya dan bunga.

Bilamana kreditur rilenuntut pelaksanaan_perikatan, maka tidak perlulah
kreditur menyampaikan pernyataan lalai kepada debitur.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata pernyataan lalai dilaksanakan dengan
perintah Pengadilan. Isi pemyataan lalai ialah: kreditur memberi kesempatan
terakhir untuk melaksanakan perikatan dengan menunda saat pelaksanaannya.

Tidak diperlukan pernyataan lalai dalam hal — hal sebagai berikut;

1) Kreditur menuntut pelaksanaan perikatan:

2) Debitur menolak pelaksanaan perikatan;

3) Undang — undang menganggap tidak perhu;

4) Debrtur salah berprestasi menurut pendirian HR;
5) Dalam perikatan telah ditetapkan saat fatal 2’

1.8 Hapusnya Perjanjian

Berakhirnya suatn  perjanjian  atau  hapusnya suatu perjanjian
mengakibatkan suatu perikatan berakhir pula, karena salah sata sumber lahirnya
perikatan adalah perjanjian. Jadi hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya

perikatan,

Perjanjian dapat berakhir karena:

1. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya ssuatu perjanjian.

*' R. M Suryodiningrat, Asas ~ Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hal 26
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3. Para pihak atan undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya
peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
4. Permnyataan penghentian perjanjian {opzegging).
5. Perjanjian hapus karcna‘putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.
7. Dengan persetujuan para pihak **
Sedangkan untuk hapusnya perikatan, diatur dalam KUHPerdata Pasal
1381, yaitu:
1). Pembayaran.
2). Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3). Pembaharuan utang. |
4). Perjumpaan utang atau kompensasi.
5). Percampuran utang.
6). Pembebasan utang.
7). Musnahnya barang yang terutang.
8). Batal/pembatalan.
9). Berlakunya suatu syarat batal.

10). Lewatnya waktu.

2 R Setiawan_Pokok — Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 82,
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2 Tinjavan Umum Perjanjian Untuk Melaksanakan Jasa-jasa Tertentu
2.1 Pengertian Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Pengertian perjanjian untuk melakukan pekerjaan dapat kita lihat pada
Buku IIT Bab VII A, bagian‘Késatu dari KUH Perdata Pasal 1601, yaitu:
| “selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jsa-jasa yang
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarta yang
diperjanjikan, jika itn tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan
pekeaan. .. .... ?
2.2 Macam - macam Pekerjaan untuk melakukan Pekerjaan

Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu merupakan bagian dari
perjanjian untuk melakukan perkegjaan yang diatur dalam buku IIT Bab VII A
bagian kesatu Pasal 160lsampai dengan Pasal 1616 KUH Perdata dimana
perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan terbagi dalam tiga macam, yaitu;
—~  Perjanian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; .

Adalah perjanjian di mana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya
dilakukan suatn pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk mana iz bersedia
membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut sama sekali tergantung pada pihak lainnya. Contoh:

* Hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya
untuk menyembuhkan suatu penyakit;

* Hubungan antaraseorang pengacara dengan seorang kliennya;

* Hubungan antara seorang notaries dengan orang yang datang padanya untuk

dibuatkan suatu akta dan lain-fain.

—  Perjanjian 'keljja/perburuan; dan



Adalah perjanjian dengan mana pihak vang satu, si buruh mengikatkan
dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain yaitub si majikan, untuk suatu
waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

—  Perjanjian pcmborong:cm pekerjaan.

Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong ﬁen@ka&m
diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan
dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan
ini ditentukan dalam Pasal 1601 b KUH Perdata.

3. Tinjanan Umum Tentang Pekerjaan Melakukan Jasa

Pada perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa-jasa tertentu,
suatu pihak menghendaki para pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan
untuk mencapai sesuatu tujuan, dimana ia bersedia untuk membayar upah dari
pekerjaan itu. Biasanya pihak lawan atau pihak yang diminta untuk melakukan
pekerjaan tersebut. Jadi hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan
keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi.>’
3.1 Pengertian

Menurut Subekti, dalam perjanjian melakukan jasa suatn pihak
menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai
sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah pada pihak lawan

itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seseorang yang ahli dalam melakukan

% R Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, JAI, Jakaria, 1992, hal 58
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pekexjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.

Upahnya biasanya dinamakan honorarium.*®

' Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsure perjanjian

melaksanakan jasa adalah: |

I. Adanya pihak yang mengikatkan diri;

2. Adapekerjaan yang akan dilaksanakan;

3. Melalui cara-cara tertentu;

4. Pihak yang melakukan pekerjaan biasanya adalah orang vang ahli dalam
bidangnya;

5. Ada upah yang diterima, biasanya disebut honorarium.

Satu contoh mengenai perjanjian melakukan jasa adalah jasa konstruksi.
Pasal 1 UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi memberikan definisi
bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa peleksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi.

Perjanjian melakukan jasa tidak diatur lebih lanjut dalam KUH Perdata,
tetapi sifat_terbuka memberi kemungknan pihak yang akan mengadakan perjanjian
untuk menetapkan sendiri peraturannya, sepanjang tidak melangggar ketentuan
Undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian melakukan jasa bersifat konsensualisme, artinya
bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak yang

mengadakan perjanjian. Artinya perjanjian ini tidak terikat pada bentu-bentuk

*® R Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1981, hal 69
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tertentu. Namun apabila para pihak menginginkan perjanjian pada bentuk tertentu,
maka dapat saja dibuat perjajian dalam bentuk tertulis misalnya. Dengan
perjanjian bentuk tertulis akan memberi kepastian hukum. Jika mmenggunakan
bentuk perjanjian tertulis maka perjanjian itu lahir pada saat ditandatanganinya
perjanjian oleh kedua belah pihak. |

3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian melakukan jasa diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang
berbunyi:

“selainnya perjanjian-perjanjian uptuk melakukan sementara jasa-jasa
yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat
yang diperjanjikan, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan
pekerjaan”

Dari ketentuan tersebut, perjanjian melakukan jasa diatur ketentuan-
ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan oleh para
pihak Bila para pihak tidak memperjanjikan, maka pelaksanaan perjanjian itu
dilakukan menurut kebiasaan,

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut dapat dilihat hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian melakukan jasa tidak diatur ‘dalam KUH Perdata tetapi
Ketentuan-ketentuan khusus untuk itu kalau ada peraturan khusus yang
mengaturnya. Bila tidak ada yang mengaturnya, maka hak dan kewajiban tersebut
ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat perjanjian ynga dibuatnya. Jika
dalam syarat perjanjian tidak dicantumkan maka hal tersebut ditentukan menurut

kebiasaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
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3.3 Berakhirnya Perjanjian Melakukan Jasa

Perjanjian pada umunya berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah
tercapai, antara masing-masing pihak telah memenuhi kewajiban yang telah
diperjanjikan. Cara beraki]jmya petjanjian ini berlaku pula bagi perjanjian
melakukan jasa. Selain itu cara berakhirnya perjanjian secara umum berIaku puia
bagi perjanjian melakukan jasa, sepanjang pihak tidak mengatur secara khusus.
Jika telah diatur secar khusus, maka berakhimya perjanjian sesuai dengan hal-hal
yang telah diperjanjikan,
4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Bangunan
4.1 Pengertian

Perjanjian pekerjaan perencanaan bangunan adalah suatu perjanjian untuk
melakukan jasa antara dua pihak yakni konsultan perencana, dimana Konsultan
perencana berkewajiban mengerjakan sesuatn yaitu membuat gambar rencana
bangunan dain syarat-syarat/bestek, sedangkan pemberi tugas berkewajiban
membayar upah yang dinamakan honorarium kepada konsultan perencana sebagai
kontraprestasi. Dalam melakukan kewajibannnya, konsultan perencana diberi
waktu yang telah ditentukan.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal
4 ayat (2) menyatakan bahwa usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan
Jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi vang meliputi rangkaian kegiatan
mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak

kerja konstruksi.
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4.2 Pihak - pihak

Terdapat dua pihak dalam perjanjian pekerjaan perencanaan bangunan,
yvaif:

1. Pemberi tugas

Adalah pihak yang mempunyai kehendak untuk memborongkan bangunan
sesuai kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syart-syarat’ |,

Pemberi tugas dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi
pemerintah atau swasta. ]

Dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pember tugas
disebut sebagai pengguna jasa. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atan
badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan
layanan jasa konstruksi.

Jadi dalam perjanjian pekerjaan perencanaan bangunan, pemberi tugas
yang mempunyai prakarsa untuk membangun suatu gedung dan menanggung
pembiayaan. Untuk itu pemberi fugas meminta konsultan perencana untuk
membuat perencanazan gedung yang akan dibangun. Oleh karena itu pemberi tugas
memberikan honor kepada konsultan perencana atas Jasanya tersebut.

Pemberi tugas atau pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar
biaya pekerjaan kounstruksi yang didukumung dengan dokumen pembuktian dari
lembaga perbankan dar/ atau lembaga keuangan bukan bank.

Pemberi tugas dapat berbentuk perseorangan, badan hukum instansi

pemerintah dan swasta. Sedangkan bangunan yang diborongkan dapat berupa

* Sri Soedewi Masjchun Soffiwan, Hukum Baneiman. Yogyakarta, Liberty, 1975, hal .68



bangunan pemerintah dan bangunan swasta. Untuk bangunan swasta pemberi

tugasnya berupa perseorangan atan badan hukum, sedangkan untuk bangunan
pemerintah pemberi: tugas adalah Departemen, Instansi Pemegang Mata

| ._
Anggaran. |

|
Jika pemberi| tugas adalah pemerintah, maka pembuktian kemampuan
untuk membayar diwitjudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pembert tugas kemudian membentuk panitia pengelola teknis, vang terdiri

dari:

o

. Pimpinan Proyek |
|
Pengelola Keuangan Proyek

|
. Pengelola Adminiistrasi Proyek

N

[F%)

!
Pengelola TeknisProyek

L

Panitia ini kemudian membentuk panitia pengadaan konsultan untuk
menunjuk Konsultan Perencana yang hendak diberi tugas dengan cara :
Cara pengadaan jasa Konsultansi perencana menurut Pasal 21 Keppres

No. 16 Tahun 1994, dapat dilakukan melalui:

1. Pelelangan [ijmum
| .
Adalah pelelangan vang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman
' i
segara luas melalui m:edia massa, media cetak dan papan pengumuman resmi

i
pencrangan umum, selln'ngga masyarakat [uas/dunia usaha berniat dan memenuhi

|
kualifikasi dapat mengikutinya.
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dan angggaran sesuai dengan yang dikehendaki ofeh pemberi tugas. untuk

nantinya dilaksanakan oleh pemboronng.
a. Pengertian Konsultansi Perencana

Tugas perencana di.lndonesia pada umumnya masih banyak dilaksanakan
oleh konsultan, dalam hal ini Konsultansi Perencana atau oleh seorang petugas
yang ditunjuk untuk membuat perencanaan ini bukan merupakan pihak dalam
perjanjian pezﬂborongan bangunan, tetapi dalam praktek ia mempunyai peranan
yang sangat penting dalam perjanjian pemborongan bangunan, *2

Adapun definisi dari Konsultansi perencana adalah:

a. Konsultan perencana adalah Konsultansi yang ditunjuk oleh pemilik
untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, penyusunan dokumen pelelangan
serta melaksanakan suatu peninjauan berkala atas pelaksanaan isi dokumen
kontrak,

b. Konsuitan perencana merupakan wakil dari pemilik yang mempunyai
hak menyatakan bahwa peketjaan, seperti vang tercantum dalam dokumen
kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis L.mtuk
pekerjaan yang dimaksud.*

Dari pengertian-pengertian tentang Konsultansi Perencana tersebut dapat
disimpulkan bahwa Konsultansi perencana selain bertugas melakukan pekerjaan

perencanaan, juga mempersiapkan dokumen kontrak, ia juga berkedudukan

sebagai wakil dari pemilik atan pemberi tugas.

284 Soedewi Masjchum Soffwan, Hulum Banounan Perjanjian Pemborongan Bangynan
., Liberty, yogvakarta, 1982, hal. 72

** Katalog Bahan Baneunan, TAJ Jakarta, 1992, hal.52




Sedangkan tugas perencana, meliputi;

a. Sebagai Penasehat

Di sini perenaca mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan,
menyusun bastek dan anggaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi
tugas untuk dilaksanakan oleh pemborong, Hubungan pemberi tugas dengan
perencana sebagai pemasehat dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa
tunggal disebut dengan istilah seperti perjanjian perancana, perjanjian pekerjaan
perencana.™

b. Sebagai Wakil Pemberi Tugas

Disini perencana bertindak sebagai pengawas dengan tugas mengawasi
pelaksanaan pekerjaan. Hubungan antara pemberi tugas dengan perencana sebagai
wakil dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa {Pasal 1792-1819 KUH
Perdata).

Untuk pemborongan yang dilakukan melalui pelelangan maka perencana
akan bertindak selaku wakil dari pemberi tugas melakukan pengumuman,
penyampaian undangan, memberikan penjelasan-penjelasan tentang pekerjaan dan
Syarat-syarat pembangunan, serta mempersiapkan kontrak pemborongan
bangunan

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
memberikan definisi mengenai perencana konstruksi yaitu Penyedia jasa orang

perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang

 Sri Soedewi Masjchum Soffwan, Hulum Bangiman Perjanjian Pemboronzan Bangunan,
Liberty, yogyakarta, 1982, hal. 74

* $ri Soedewi Masjchum Sofivan, Hukun Bangunan Perjanjian Pemborongan Bansunan. Liberty,

vogvakarta, 1982, hal.75
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perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk
dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

Datam  Keputusan Direktur  Jenderal Cipta Karya Nomor

295/KPTS/CK/1997 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

menyebutkan bahwa Konsultan Perencana adalah perusahaan yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan tugas konsutansi dalam bidang Perencanaan
(Planning)  Lingkungan, Perancangan (Designing) Bangunan, beserta
kelengkapannnya.

Konsultan Perencana berfingsi membantu Pengelola Proyek untuk
melaksanakan pengadaan dokumen perancangan, dokumen lelang, dokumen
pelaksanaan atau konstruksi, dan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu
pelelangan  serta memberikan  penjelasan terhadap persoalan-persoalan
perancangan yang timbul selama tahap konstruksi. Konsultan Perencana mulai
bertugas sejak tahap persiapan dan perancangan sampai penyerahan pertama
pekerjaan oleh kontraktor. Jadi Konsultan Perncane adalah perseorangan atau
badan hukum yang dengan mempergunakan keahliannya dan berdasarkan suat
pemberian tugas mengerjakan pekerjaan perencanaan dan atas jasanya diberikan
honor.

Konsultan Perencana bertanggung jawab secara kontraktual dalam kontrak
lump sum kepada pember tugas. Kontrak Lump Sum adalah kontrak umtuk
melaksanakan sehuruh pekerjaan dengan nilai kontrak pasti yang mengikat
berdasarkan pada dokumen penunjukkannya. baik berbentuk Pedoman

Persyaratan Pelaksanaan atan Rencana Kerja dan Syarat —syarat (RKS)
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b. Peraturan Umum yang Diperhatikan Konsultan Perencana

1) Algemene voorwarden voor de uitvoering bif .aanerﬁing van openbare
werkan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda
Nomor 9 tanggal 28 Méi 1941 khusus Pasal yang masih berlaku.

2) Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 295/KPTS/CK/1997
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

3)  Peraturan Bangunan Nasional 1977

4)  Peraturan Beton Indonesia 1971

J)  Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961

6) Peraturan Bangunan Baja indonesia

7)  Peraturan Umum Instalasi Listrik

8}  Peraturan Pembangunan Pemerintah setempat

9)  Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja

10) Peraturan tentang Standar Harga dan Luas Bangunan setempat.

¢. Lingkup Tugas Konsultan Perencana

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah

pedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya pedoman teknis pembangunan

bangunan  gedung negera, Keputusan Dirjen Cipta Karya nomor

295/KPTS/CK/1997, yang meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan

gedung negara terdiri dari:

1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan

termasuk penyelidikan tanah sederhana, membuat Interprestasi secara garis



S
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besar terhadap KAK dan Konsultansidengan pemerintah daerah setempat
mengenai peraturan pendirian bangunan/perijinan.
Penyusunan perencanan seperti rencana tampak, pra perencanaan bangunan
termasuk program dan konsep Tuang, perkiraan biaiya dan mengurus perijinan
sampai mendapatkan keterangan persyaratan bangunan dan linglungan dan
IMB pendahuluanm dari pemerintah daerah.
Penyusunan pengembangan rencana.
Penyusunan rencana detail antara lain, membuat:
Gambar-gambar detail arsitektur dan sebagainya yang sesuai deningan
gambar rencana yang telah disetujui,
RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).
Rincian volume pelaksanaan pekerjaan dan rencapa anggaran biaya
pekerjaan konstruks;i,
Laporan akhir perencanaan.
Mengadakan perasiapan dan membantn  proyek dalam melaksanakan
aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dan pelelangan, yaitu membanty
pemimpin proyek didalam penyusun dokumen lelang dan membanty panitia
lelang menyusun program pelaksanaan pelelangan.
Membantu panitia lelang pada wakty penjelasan pekerjaan termasuk
menyusun berita acara penjelasan pelelangan dan melaksanak tugas-tugas
yang asama apabila terjadi lelang ulang.
Mengadakan pengawasan berkala selama pefaksanaan kontruksi fisik dan

melaksanakan kegiatan seperti:

(UFT-PUSTAL-HHDIP
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h. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bola ada

perubahan,
1. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama
masa pelalsanaan konstruksi.
J. Memberikanm saran-saran, pertimbangan  dan rekomendasi tentang
penggunaan bahan,
k. Membuat laporan akhir pengawasan berkala,
d. Obyek Perjanjian Pekerjaan Perencanaa Bangunan
Adalah kewsjiban Konsuitan Perencana untuk melakukan pekerjaan
tertentu yang telah tercantum dalam surat perjanjian pekerjaan perencanaan
bangunan yang nantinya digunakan sebagai acuan bagi pemborong dalam
melaksanakan tugasnya,

a. Hak dan Kewajiban
1. Hak Pemberi Tugas

Menerima hasil pekerjaan perencnaaan dari Konsultan Perencana.

2

Kewajiban Pemberi Tugas

a. Memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan perencanaan yang diserankan
Konsultan Perencana, maksudnya adalah wntuk mengetahui apakah
tnasih ada bagian perencnaan yang harus direvisi atay diperbaiki oleh
Konsultan Perencana. Bila ada, maka Pemberi Tugas memerintahkan
Konsultan Perencana wnmk melakukan revisi hingga diperoleh hasii
yang sesual dengan yang diperjanjikan. Setelah Pemberi Tugas
menyetujui  maka persetujuan  ini adalah sebagai tanda bahwa

Konsultan Perencana telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
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b. Membayar honorarium kepada Konsultan Perencana,
Pasal 18 Undang —Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi, menyebut kewajiban pengeuna Jasa dalam pengikatan mencakup:
a. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia Jjasa yang memuat
ketentuan — ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
b. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil dari pemilihan,

3. Hak Konsultan Perencana

Menerima sejumlah bigya atas hasil pelaksanaan perencanaan,
4. Kewajiban Konsultan Perencana
1).Membuat perjanjian pekerjaan perencanaan bangunan sesyai pedoman
PeTSyaratan dan ketentuan yang berlaku, dengan segala kemampuan, keahlian
dan pengalaman yang dimilikinya.
2) Menanggung kerugian yang dibuat oleh pemberi tugas sebazeu akibat

langsung atas kesalahan yang dibuatnya atau oleh orang — orang yang bekerja

padanya pada waktu pelaksanaan tugas,
€. Berakhirnya Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Bangunan
Pada umunya perjanjian berakhir apabila tujuan telah tercapai di mana
masing - masing pihak telah memenuh prestasi. Hal ini berlaky pula bagi
perjanjian pekerjaan perencanaan bangunan, Perjanjian pekerjaan perencanaan inj
berakhir apabila masing — masing pihak tefah menunaikan prestasinya yaity
konsulta perencana telah menyerahkan hasi] pekerjaan perencanaan kepada

pemberi tugas dan pemberi tugas telah memberi honorarium kepada konsultan



perencana atas jasanya itu. Pada dasamya cara — cara berakhimva perjanjian ini
sama dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya.
f. Beberapa Hal yang Berkaitan Dengan Pekerjaan Perencanaan

Surat Perintah Kerja ( SPK)

SPK ini dikelnarkan oleh pemberi pitugas yang ditujukan untuk konsultan
perencana sebagai pedoman penugasan pekerjaan perencanaan,

Tenn Of Reference (TOR)

TOR ini merupakan pengarahan penugasan dan pemberi tugas kepada konsultan
perencana. Hal ini dimaksudkan untuk petunjuk bagi kriterian—kriterian
perkerjaan dan proses yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana. Sehingoa
dengan pengarahan vang dilakukan konsultan perencana bisa berjalan dengan baik
dan hasilnya optimal sesuai dengan keinginan dan maksud pemberi tugas.

Jaminan Dalam Perjanjian Pekerjaan Perencanaan

Macam-macam jaminan dalam perjanjian pekerjaan Perencanaan adalah sebagai
berikut:

Bank Garansi / Garansi Bank / Jaminan Bank

Di dalam Keppres 16 tahun 1994 disebutkan bahwa dalam perjanjian
pekerjaan perencanaan yang bemilai diatas Rp 56 juta, rekanan diwajibkan
memberikan surat jaminan bank (Bank Garansi),

Bank paransi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan yang diatur
dalam Bab17 Buku 11 KUH Perdata dari Pasal 1820 sampa1 dengan Pasal 1850,

Apabila terjadi wan presatsi yaﬁg dilakukanoleh debitur/terjamin, maka

bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan debitur/terjami,



oleh karena itu bank membayar sejumiah uang kepada kreditur/penerima Jaminan,
Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/kreditur
dengan pihak yang menerima kredit/debitur.
Menurut Keppres 16 tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara disebutkan bank-bank yang dapat menerbitkan bank garansi dalam rangka
perjanjian pekerjaan perencanaan yaitu:
Bank umum, baik bank umum pemerintah maupun swasta
Bank Devisa, di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh
Bank Indonesia jika renakan berkedudukan di iyar negeri.

Surety Bord

Di dalam Keppres 16 tahun 1994 disebutkan bahwa perjanjian pekerjaan
perencanaan diatas nilai Rp 50 juta selain diperiukan surat jaminan bank dapat

Juga diperlukan surat dari perusahaan asurans; kerugian yang d

isebut Surety
Bond.

Surety Bond adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan olel
perusahaan asuransj kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap

pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wan prestasi),*

58 Djumiadji, Hukum Bangunan Dasar — Dasar Hukem Dalam Provek den Sumber Dava Manusin
Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.9
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METODOLOGI PENELITIAN

A, METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ilmiah menggunakan metode penelitian yang tepat agar
memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi dan
mempunyai tingkat reabilitas vang besar.

Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan

masalah penelitian *’ Sedangkan menurut Soetjono  Sockanto metode adalah

“Pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan

memahami lingkungan yang dihadapi™*®
Jadi, metode penelitian mémpakan Suatu cara atau langkah-langkah yang
sistematis untuk memecahkan masalah dalam syaty penelitian. Dengan demikian

berhasil tidaknya suaty penelitian  sangat tergantung pada metodologi  yang

dipakai. Suatu metode dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian obyek, tujuan
metode obyek, tujuan, Sasaran, variabel serta masalah-masalah yang hendak

diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

L. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridis empiris, vaita cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah

—_—

* Hadari Nawawi Dan Martini Hadari, Instrumen
University Press, Yogyakarta, 1995, haj 66,

. Pengantar Peneljtian Hukum, Ut Press, 1986, hal. 109,

Penelitian Bidang Sosial, Gadjzh Mada




penelitian  dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan ¥
Penelitian  yuridis merupakan penelitian terhadap produk hukum (
peraturan perundang-undangan ) yang mengatur masalah Pelaksanaan Perjanjian
Pekerjaan Perencanaaan Pembanguman Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga
Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan CV. Espro Consultant
Semarang, Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum
Penslitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan
mengkonsepsikan hukum sebagai suatu insﬁnlsi sosial yang riil dan fimgsional

dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-
anggota masyarakat yang mempola yang menggunakan pendekatan empiris dan

data empiris disebut Jjuga penelitian empiris. Empiris artinya bersifat nyata,

Yuridis Empiris, artinya di mana pendekatan ity dipergunakan mtuk
mengetahui usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya
hukum mengenai jasa konstruksi yang nyata mengenai Pelaksanaan Perjanjian
Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perfuasan Gedung Asrama Diklat Tenaga

Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan Cv. Espro Consultant

Semarang.

2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berpijak pada permasalahan maka penulis memilih penelitian dekritif

analitis, adalah  Prosedyr pemecahan  masalah vang  diselidiki dengan

menggambarkan  atau  melukiskan keadaan subyek atay obyek penelitian

» Soerieno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta_ Uriversitas Indonesia, 1982, Hal 52



(seseorang, lembaga, masyarakar dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.®® Jadi penelitian yang dimaksud
untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atay gejala-
gejala lainnya dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dasar ~ dasar
hukum Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perluasan
Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antarg Departemen Agama
Dengan Cv. Espro Consultant Semarang. Di samping itn hasil penelitian inj akan
memberikan  gambaran yang mervpakan jawaban dari permasalahan -

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

2. LOKASIPENELITIAN
Dalam penelitian inj penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor

CV.Espro Consultant Semarang, J1. Wonodr Sendang V No.2.

4. POPULASI, TEKNIK SAMPLING DAN SAMPEL,
a. Populas;

Sebagai langkah awa untuk  melaksanakan pengambilan  sampel
menetapkan dasar atay luasnya populasi sebagai daerah generalisasj. Yang
dimaksud dengan populasi atau universe adalgh sejumlah manusia atay unit yang
Mmemplinyai ciri~ciri atau karakteristik vang sama,*!

Adapun vang menjadi populasi adalah mndividu atau instansi yang
berkaitan dengan perjanjian  perencanaan bangunan yaitu: Pemberi Tugas,

Konsultan Perencana,

* Hadawi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta, 1989 hat 193,
" Soerjono Soekanio, Pengantar enelitian Hn} Hukum, UT Press, Jakarta, 1984, hai 172
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Dari populasi di atas penulis berusaha mengambi berbagai sampel untuk
penelitian  sehingga diperoleh data yang valid dan akurat, dengan demikian
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Teknik sampling _

Dalam teori mengenai teknik sampling dibedakan atas duga macam, vaitu;
1). Teknik random sampling, yaitu ¢ara pengambilan sampel secara random tanpa

pilik  bula sehingga setiap anggota dari selurvh populasi mempunyai
kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota,

2). Teknik non random sampling, vaitu cara pengambilan sampel di mana semua
populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota
sampel. Jadi hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel,

Dari kedua macam teknik dj atas, penulis memilih teknik pengambilan
sampel yang non random yaitu jenis purposive sampling { sampling bertujuan )
yaitu hanya orang-orang tertentu yang dapat mewakili populasi dan yang
mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Diterapkannya
teknik purposive sampling ( sampling bertujuan )y dalam penelitian ini adalah
karena peneliti menjamin bahwa unstr—ungyr yang hendak diteliti benar — benar
mencerminkan ciri—cin dari populasi sasaran atay sampel yang dikehendaki.

b. Sampel

Pada prinsipnya tidak ada aturan khusus dalam menetapkan berapa prosen
besarnya sampel yang harus diambil dari seluruh populasi yaﬁg akan diteliti.
Dalam penelitian ini tidak semﬁa populasi diteliti, akan tetapi cukup bagian yang

dianggap mewakili sefurul populasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian
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semakin besar sampel yang diambil adalah lebih baik dag pada kekurangan
sampel.*2
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian in; - CV.Espro Consultan

Jalan Wonodti Sendang V No. 2 Semarangt dan Departemen Agama di Semarang

Sedangkan responden yang diteliti adalah; Direktur CV.Espro Consultant,

yaitu Bapak Rakhmat Setiadi,ST dan Bapak Sam ssbagai staf kantor di CV.Espro
Consultant dan Bapak Kuswadi selaku Pemimpin Proyek Departemen Agama.

5. SUMBER DATA
~ Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan langsung atau fakta-fakta yang diperoleh

lansung melalui penelitian di lapangan, termasuk keterangan orang-orang yang

diteliti yang berhubungan dengan obyek penelitian dan segala praktek yang dapat

dilthat dan bethubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder
Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan,

melainkan diperoleh dari berbagai literature, arsip, maupun bahan pustaka

lainnya.

Berdasarkan uraian tentang jenis data tersebut diatas, maka dapat

ditentukan swmber datanya. Adapun sumber dat dalam penelitian ini adalah-

Metodologi Pemelitian Hulkum dan Jurimetri, Ghali

alia, Indonesia, 1982
hat.47

=
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a. Sumber Data Primer
Merupakan keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan
obyek yang diteliti, dan juga data yang diperoleh dari tempat atau lokasi
penelitian. Dalam pene!iﬁan data diperoleh dari CV.Espro Consultant,
b. Sumber Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang
mendukung penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum
primer, yaitu meliputi : Peraturan Perundang — Undangan yang berkaitan dalam
Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perfuasan Gedung
Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan

Cv. Espro Consultant Semarang .

6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang

kita inginkan. Dengan ketetapan penggunakan teknik. pengumpulan data, maka
data yang kita peroleh akan sesuai dengan yang kita inginkan. “Pengumpulan data
dalam research ilmiah bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan vang relevan,

akurat, dan reliabel”®

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

** Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1983, hal
147.
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a. Studi Lapangan

Yaitu suatu penclitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk

mendapatkan data-data dan keterangan—keteraugan yang diperlukan teknik yang

dipakai pengumpulan data melaluj studi lapangan ini adalah:

Wawancara

Merupakan cara untuk memperoieh data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden secara lisan,
Dikenal ada dua cara untuk melakukan wawancara, yaitu:

a.) Wawancara berstruktur, merupakan Wawancara dengan menggunakan

daftar pertanyaan berstruktur

b.) Wawancara tidak berstruktur, merupakan wawancara yang tidak

menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur.
Adapun teknik wawancara yang digunakan penulis adalah bajk wawancara

berstruktur, dengan-berpqdoman Pada daftar pertanyaan yang disusun untuk

memperoleh  informasi

yang rtelevan dengan masalgh penelitian, naupun

wawancara tidak berstrulcur dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang

terstuktur untuk melengkapi data.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan Jalan membaca, mengkaji

serta mempelajari buku-buky yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk

bulu-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan bermasalahan yang ditelit.




7. TEKNIK ANALISA DATA
Dalam penlitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitaif

Menurut Soerjono Soekanto analisa data kualitatif adalah:

“Merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskritif] yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atay lisan dan perilakunya yang nyata,
diteliti dan dipelajari scbagai sesuatu yang utuh” #

Mengingat data yang terkumpul data kualitatif, maka analisa data yang
diperlukan adalah data kualitatif dengan model interaktif Data yang sudah
diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan
reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil
kesimpulan atau verifikasinya yang dilakukan saling menjalin dengan proses
pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang kuat, maka perlu
diadakan verifikasinya kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data
lapangan. Teknik analisis ini menurut HB Sutopo dinamakan interactive Modal of
Analysis.®

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
Penginterprestasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis
sistematis menunjukan cara berfikir deduktit-induktif dan mengikuti tata tertib
dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa dengan metode ini vaitu
dari segi ywridis dan empiris. Dari segi yuridis yaitu untuk menjelaskan

permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku

# Soejono Soekanto, Pepgantar Penelitian Hulum, U Press, 1986, hal 32.

* HB Sotopo, Metodelogi Kualitatif Makalah, UNS Press, Syrakarta, 1991, hal 13.




63

tentang berlakunya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi dan dari segi empiris adalah untuk menggambarkan pelaksanaan serta

permasalahannya dalam praktek dilapangan.

Setelah analisis data selesai maka hasiinya akan disajikan secara

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai

dengan permasalahan yang diteliti *

46 H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Hularm Kualitatif Bacian 11, UNS Press, Surakarta, 1598,
hal 37




BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Hasil Penelitian

Perjanjian pekerjaan perencanaan pada prinsipnya berisi mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan pekerjaan perencanaan dari suatu proyek.

Di dalam  Surat pegjanjian Pekerjaan  nomor : L/BDL-
VI/KU.00.2/127d/2003 tanggal 4 Maret 2003 para pihak yang mengadakan
perjanjian adalah Kuswadi selaku Pemimpin proyek peningkatan pendidikan
agama dan pelatihan tenaga kependidikan Semarang dan Rakhmat Setiadi ST
selaku Direktur CV. Espro Consultant.

CV.Espro Consultant menerima tugas dari pembert tugas yaitu Pemimpin
proyek peningkatan pendidikan agama dan pelatihan tenaga kependidikan
Semarang untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan periuasan
gedung asrama dikiat tenaga teknis 2 (dua) Lantai.

Pemberi jasa perencanaan dan pengawasan  bangunan  gedung
Pemerintah/Negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu
menghasilkan karya teknis bangunan yvang memadai daﬁ layak diterima menurut
kaidah, norma serta tata laku profesional. Sehingga Kerangka Acuan Kerga (KAK)
untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat

Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai perlu disiapkan secara matang sehingga mampu




mendorong perwujudan karya bangunan sesuai dengan perencanaan dan sesuai

dengan kepentingan proyek.

Konsultan perencana adalah rekanan / perusahaan yang bergerak di bidang
pengadaan  jasa konsulfan proyek yang memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas konsultansi dalam bidang jasa perencanaan konstruksi fisik,
baik gedung, sarana dan prasarana.*’

Dalam  melaksanakan tugasnya komsultan perencana hendaknya
memperhatika azas — azas bangunan Gedung Negara (Kantor) sebagai berikut :

a Bangunan hendaknya fungsional, efesien, menarik tetapi tidak berlebihan,

b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada Kkelatahan gava dan
kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara
fungsi teknik dan fingsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan
pelayanan masyarakat.

C. Dengan batasan tidak menggangau produktifitas kerja, biaya investasi dan
pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah
mungkin,

d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan
dapat dilaksanakan dalam wakta yang pendek dan dapat dimanfaatkan
secepatnya.*®

CV. Espro Consultant sebagai pelaksana pekerjaan perencanaan
berdomisili di Jalan Satria Barat 11/53 Semarang plombokan vang didirikan

dengan akte Notaris nomor 54 tanggal 16 Juli 1997 oleh Notaris Istiaty

" Dokumen Usulan Teknis Proyek Peningkatan Pendidikan Agama dan Pelatihan Tenama

Kependidikan Semarang -
** TOR/Diklat/Prm/03
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A.Soepeno,SH di Semarang, Dengan surat 1jin usaha jasa konstruksi nomor :
1133.1.97.97.09316 dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 1.830.633.2 —
503.

Sesuai dengan kesepakatan antara pesero, maka dalam perseroan ini yang
ditunjuk menjadi pesero pengurus ialah : Rakhmat Setiadi, ST dan Suprih
Suskamto, ST dengan sebutan Direktur dan wakil direktur. Sedangkan yang
menjadi pesero komanditer ialah : Eko Ari Widodo, ST, Pudjianto Wiredjo, ST
dan Juli Riyanto ST.

L. Bentuk dan Proses Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaan
Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Dikiat Tenaga Teknis 2 (Dua)
Lantai

1). Bentuk Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Bangunan

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah,
bentuk kontrak pengadaan barang dan jasa adalah :

1. Untuk kontrak / perjanjian dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Surat Perintah Kerja tanpa jaminan
pelaksanaan.

2. Untuk kontrak pekerjaan barang dan jasa vang bersifat kompleks dan atau
bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) digunakan
Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh kepala kantor / satuan
kerja/pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk

setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional.
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Metode/Sistem  Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi  Pemerintah,
pengadaan jasa Konsultansi diatur sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanazn Pengadaan Jasa Konsultansi

a).. Kepala kantor / satuan icetja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang
disamakan / ditunjuk menyusun  Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
membentuk Panitia Pengadaan.

b). Panitia pengadaan menyusun HPS dan dokumen pengadaan Jasa Konsultansi
yang meliputi KAK, syarat administrasi, Syarat teknis, syarat keuangan, cara
pengadaan, cara penayampaian dokumen penawaran, metode evaluasi
penawaran, dan sistem kontrak yang akan digunakan.

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atan Owner’s Estimate (OE) vang
dikalkulasikan secara keahlian, digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bukan

satu-satunya acuan penilaian usulan untuk setiap jasa Konsultansi yang akan

" dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai

pagu dana yang disediakan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, mengatur
bahwa sebelum mengadakan pengadaan, pengguna barang / Jjasa wajib menyusun
dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja {KAK) dengan tujuan :

a. Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa Konsultansi serta keahlian yang
diperlukan. Lingkup layanan jasa Konsultansi meliputi layanan survei:
layanan studi makro; layanan studsi tinci;  layanan perancangan dan
perencanaan; layanan pengawasan; layanan produksi dan industri; layanan

Konsultansi operasi dan pemehiharaan  serta rehabiltiasi; layanan jasa




68

informasi; layanan jasa manajemen; penelitian dan pelatihan serta lavanan jasa
penaschatan.

Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundangkan mengikuti
pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis
dan usulfan biaya.

Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon
konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dag acuan evaluasi terhadap hasil
kerja konsuitan.

Kerangka Acuan Kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat -
Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan
yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi,
asal sumber pendanaan, nama dan oTganisasi pengguna barang/jasa.
- Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan,
antara lain dasar, standar teknis, studi-studi terdabuluy  yang pernah
dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan,

Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran tentang
tujuan yang ingin dicapai, keluarén vang akan dihasiLkap, peralatan dan
material, Iingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan
Jangka waktu, kualifikasi, Jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.

- Jenis dan jumiah laporan yang disyaratkan antara lain laporan pendahutuan,
laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir.
Ketentuan bahwa jasa Konsultansi haras dilaksanakan di Indonesia, kecuali

untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di fndonesia.
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. Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh pengguna barang/jasa untuk
membantu  kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan
konsultan lain apabila diperlukan, dan pedoman tentang pengumpulan data
lapangan. |

KAK dan HPS ini digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran,

Karifikasi, dan atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Tidak menutup

kemungkinan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti

kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli, satan biaya personil sepanjang tidak
merubah sasaran, tujuan dan keluaran/output yang dihasilkan dan tidak
memperoleh pagu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian,

Selanjutnya panitia memilih metoda pengadaan dan sistem evaluasi
penawaran berdasarkan jenis dan lingkup layanan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip efisiensi, efektif, serta persaingan yang sehat.

Sistem evaluasi penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang
vaitu :

1. Sistem Evaluasi Kualitas
Adalah evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi berdasaran kualitas penawaran
teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifiaksi dan negosiasi teknis dan biava.
Pengadaan jasa Konsultansi dengan cara evaluasi kualitas ini digunakan bagi
pekerjaan jasa Konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaan

Konsultansi yang permasalahannya kompleks.
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2. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya

Adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan nilai kombinasi
terbaik penawaran teknis dan biaya, terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi
teknis dan biaya, |

Pengadaan dengan sistem ini digunakan bagi pekerjaan jasa Konsultansi yang
Jumlah maupun kualifiaksi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahni secara

pasti.

. Sistem Evaluasi Pagu Anggaran

Adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan kualitas penawaran
teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau
sama dengan pagu anggaran.

Pengadaan jasa Konsultansi dengan cara evaluasi pagu anggaran ini digunakan

bagi pekerjaan jasa Konsultansi yang sederhana dan dana terbatas,

. Sistem Evaluasi Biaya Terendah

Adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya
terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran tekmisnya diatas
ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Pengadaan dengan sistem ini digunakau bagi pekerjaan jasa Konsuitansi yang

bersifat standar atau secara teknis dapat ditangani dengan metode yang

sederhana.
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Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung
Adalah evaluasi pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan evaluasi penawaran
teknis dan biaya terhadap konsultan yang ditunjuk, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasli teknis dan biaya.
Ad.1. Sistem Evaluasi Kualitas
Urutan proses sistem ini adalah :
Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan
yang mengajukan penawaran teknis terbaik dan diatas batas lulus terendah
{(passing grade).
Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai
penawaran teknis terbaik,
Diadakan kiarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran biaya,
Klarifiaksi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja.
Negosiasi biaya dapat segera dilakukan apabila biaya tersebut tidak wajar.
Ad.2. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya
Urutan proses sistem ini adalah
Dilakukan penilaian kyalitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-
penawaran yang di atas batas lulus (passing grade).
Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai
nilai evaluasi penawaran di atas batas lulus (passing grade).
Dilakukan penjumlahan atan perhitungan kombinasi nila penawaran teknis

dan nilai penawaran biaya.




d. Diadakan Kklarifikasi terhadap konsultan yang mempunyatl nilai kombinasi
penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik.

e. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja dan biaya
tidak langsung dari konsultan. Biaya langsung dapat dinegosiasi apabila biaya
langsung tersebut tidak wajar.

Ad.3. Sistem Evalnasi pagu Anggaran
Urutan dalam proses ini adalah :
a. Diadakan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi aritmatik.
b. Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan

pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik.

o

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang fulus dari

persyaratan penawaran tersebut pada butir b.

d. Penentuan pemenang pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan nilai penawaran

teknis terbaik.

o

Diadakan klarifikasi teknis terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi tidak
boleh merubah sasaran kerangka acuan kerja dan merubah biaya langsung
konsultan. Biaya langsung personil dapat dinegosiasi apabila biaya langsung
tersebut tidak wajar.
ad.4. Sistem Evaluasi Biaya Terendah :
- Urutan proses sistem ini adalah
a. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-

penawaran yang di atas batas Iulus (passing grade).
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. Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan ‘fiapg mempunyai

nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade) serta
pengembalian penawaran biaya dari konsultan vang tidak lulus.
Dilakukan penilaian biaya termasuk koreksi perhitungan pada hari yang sama

dengan hari pembukaan penawaran biaya.

. Penentnan pemegang pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan nilai penawaran

biaya yang paling rendah.

Diadakan klarifiaksi teknis terhadap konsultan peménang.'. Bflaﬁﬁkasi tidak
boleh merubah sasaran kerangka acuan kerja dan merubah biaya langsung
konsultan. Biaya langsung dapat dinegosiasi apabila biaya langsung tersebut

tidak wajar,
ad.5. Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung

Urutan proses sistem evaluasi ini adalah sebagai berikut :

. Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;

Dilakukan. penilaian kualitas penawaran teknis:

. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;

Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;
Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung
personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil

dan atau biaya langsung non-personil.
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. Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai

nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade) serta
pengembalian penawaran biaya dari konsultan yang tidak Julus.
Dilakukan penilaian biaya termasuk koreksi perhitungan pada hari yang sama

dengan harnt pembukaan penawaran biaya.

. Penentuan pemegang pengadaan jasa Konsultansi berdasarkan nilai penawaran

biaya yang paling rendah.
Diadakan klarifiaksi teknis terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi tidak
boleh merubah sasaran kerangka acuan kerja dan merubah biaya langsung
konsultan. Biaya langsung dapat dinegosiasi apabila biaya langsung tersebut
tidak wajar.

ad.5. Sistem Evaluasi Penunjukan Langsung

Urutan proses sistem evaluasi im adalah sebagai berikut
Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;

Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis;

. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;

Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;
Dilakukan klaritikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya Jangsung
personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil

dan atau biaya langsung nen-personil.
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2, Tahap Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsuitansi

Pelaksanaan Jasa Konsultansi dilakukan dengan salah satu cara
a). Seleksi Umum

Adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi,
dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar
konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.
b). Seleksi Langsung

Adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang pesertanya dipilih langsung
dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa yang
memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun
harga sehingga diperoleh harga yang wajar dam  tekmis  dapat
dipertanggungjawabkan,
¢). Penunjukan Langsung

Adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan
oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian provek / pejabat
yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai Rp. 50.000.000.00 (lima

puluh juta rupiah),

b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya

satu peserta yang memenutu syarat.




¢. Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari
Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen / Gubernur / Bupati /
Walikota / Direksi BUMN / BUMD.

d. Penyedia Jasa Tunggal.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan CV. ESPRO CONSULANT s
pembangunan perluasan gedung asrama Diklat Tenaga teknik 2 (dua) lantai
adalah berbentuk Surat Perjanjian. Sedangkan cara pengadaan konsultan
perencana adalah dengan penunjukan langsung.

1. Tahap sebetum pembuatan perjanjian;
2. Tahap pembuatan dan pelaksanaan p.erjanjian;
3. Tahap setelah pekerjaan selesai

Ad.1. Tahap Sebelum Pembuatan Kontrak/Perjanjian

Tahap ini merupakan suatu tahap yang mengawali lahimya suatu
perjanjian perencanaan pekerjaan, yaitu suatu tahap proses penunjukan konsultan
Perencana.

Adapun proses penunjukan konsultan perencana ini akan melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut :

A. Pembentukan Panitia Pengadaan / Penunjukan Konsultan Perencana

Pimpinan proyek membentuk panitia pengadaan/penunjukan Ko.nsultan
Perencana dengan tugas :

a. Menyusun jadwal waktu pengadaan/penunjukan konsultan perencana,
b. Menyusun ferm of reference (kerangka acuan kerja) yang digunakan untuk

pedoman bagi perencana sebagai dasar pengolahan pekerjaan perencanaan

T
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¢. Melaksanakan Proses pengadaan / penunjukan konsultan perencana.

B. Pemberian Penjelasan Pekerjaan (danwijzing)

Berdasarkan jadwal yang telah disusun panita menerbitkan undangan
kepada calon rekananfkonéultan perencana untuk hadir dalam rapat penjelasan
kerangka acuan kerja yang akan dihadiri oleh :

a. Pimpinan Proyek
b. Anggota panitia pengadaan / penunjukan
c. Rekanan calon konsultan perencana. Karena digunakan sistem penunjukan
langsing maka calon konmsultan perencana hanya tedil dar 1 (satw)
perusahaan yang telah direkomendasikan.
C. Penilaian kualtias penawaran teknis

Pada tanggal yang telah ditetapkan di dalam acara rapat penjelasan, calon
konsultan perencana mengajukan usulan administrasi, usulan teknis, dan usulan
biaya. Untuk selanjutnya diadakan penelitian oleh panitia.

Adapun unsur pokok yang dinilai adalah :

1. Pengalaman konsultan
2. Pendekatan dan metodologi
3. Kualifikasi tenaga ahli

Panitia dapat meminta kelengkapan dokumen usulan apabila dipéudang

perlu, baik dari segi administrasi, tekmk, maupun biaya.
D. Presentasi Usulan Teknis
Panitia m;ngimdang calon konsultan untuk memberikan presentasi

pekerjaan prarencana, batk arsitektur, struktur, mekanikal elekirikal, interior
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desamer, maupun pekerjaan pertamanan. Dalam presentasi tersebur, dapat
dilangsungkan tanya jawab serta usulan-usulan dari panitia untuk lebih
menyempurnakan pekerjaan prarencana.
E. Evaluasi penawaraﬁ tekmis dan penawaran harga
Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan sekaligus dan
diselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan
penawaran harga. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara
usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa Konsultansi yang telah dituangkan
dalam KAK.
F. Klarifikasi dan Negosiasi penawaran tekunis dan harga
Panitia mengadakan rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan
harga bersama calon konsultan perencana, dengan tujuan untuk mencari kejelasan
tentang masalah-masalah yang dirasakan perlu mendapatkan penjelasan dari
konsultan perencana.
Aspek-aspek yang perlu dinegosiasi terutama
1. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya.
2. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran.
3. Harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran / kewajiban
harga.
4. Klarifikasi dan negosiasi penawaran harga, meliputi biaya langsung personil,
biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil dan atan

biaya langsung non-personil.
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Biaya langsung personil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan. untuk
honorarium tenaga ahii dalam berbagai disiplin, seperti arsitektur, struktur,
mekanikal, elektrikal, plumbing, interior desainer, pertamanan.

Biaya langsung noﬁ-personﬂ adalah biaya untuk mengganti pengeluaran-
pengeluaran seperti, pefjalanan dinas, akomodasi, konsumsi, telepon, listrik. biaya
cetak mencetak, dan biaya untuk tenaga baru.

Besaran standar untuk biaya-biaya ini telah diatur dalam Keputusan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasonal/Ketua Bappenas dan
Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah.

G. Penerbiwn Surat Putusan Pemenang

Setelah diadakan evaluasi, Klarifikasi dan negosiasi terhadap calon
pemenang, maka ditetapkan pemenang  berdasarkan usulan panita kepada
pimpinan proyek.

CV. ESPRO CONSULTANT térpﬂih sebagai kousultan perencana karena
memenubi kriteria cukup berpengalaman dan profesonal dalam pembangunan
perluasan gedung asrama diklat tenaga teknis 2 (dua) lantai.

Dalam proses selanjutnya Mented Agama RI No. 9]A Tahun 2003
menyetujui  penunjukan  CV. ESPRO CONSULTANT sebagai Konsultan
Perencana proyek Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis
2 {dua) lantai, |

Langkah selanjutnya adatah -

1. Penetapan pemenang oleh pimpinan proyek.

]

Pengumuman pemenang oleh panitia kepada rekanan.
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3. Penerbitan Surat Pehunjukan Pemberian Pekerjaan oleh pimpinan proyek,
dalam hal ini adalah Kuswadi sambil menunggu proses pembuatan kontrak.
Ad.2. Tahap Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian

Setelah proses penéadaaa konsultan dengan penunjukan tesebut selesai

dengan dikelnarkannya Surat Keputusan Penunjukan vaitu Keputusan Pemimpin
Proyek Peningkatan Pendidikan Agama dan Pelatihan Tenaga Kependidikan
Semarang Tahun Anggaran 2003 L / BDL-VI/KV.00.2 / 1229 / 2003. Penunjukan
Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung
Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai L/BDL-VI/KU.002/103 b / 2003
tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2
(dua) lantai. Konsultan Perencana yaitu ; CV. ESPRO CONSULTANT terikat
dalam perjanjian perencanaan dimana sebelum memulai pekerjaan perencanaan,
terlebih dahulu dibuat surat Perjanjian / kontrak yang harus ditandatangani oleh
kedua belah pihak yaitu pimpinan proyek dan konsultan perencana.

Surat Perjanjian / kontrak ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah
pihak 2 (dua) had setelah dikeluarkannya surat keputusan penunjukan.
Penandatangan kontrak ini sangat penting karena menyangkut kapan dimulainya
pekerjaan dan hal-hal penting lain yang berhubungan dengan Kepastian hukum
perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pibak.

Dasar dari pembuatan surat perjanjian / kontrak ini adalah surat-surat

keputusan yang menyangkut proses pengadaan konsultan dengan sistem,
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penunjukan langsung sampai pada dikeluarkannya surat keputusan penunjukan

pemenang.

Dalam pembuatan perjanjian pekerjaan perencanaan Pembangunan
Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) lantai mengatur kedua
belah pihak. Dalam surat perjanjian dengan nomor L / BDL-VIKU.002/ 127 d /
2003 pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah :

1. Kuswadi sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Perfausan Gedung Asrama
Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) lantai,

2. Rahmat Setiadi, ST CV. ESPRO CONSULTANT sebagai konsuitan
perencana.

Ruanglingkup pekerjaan yang ditakukan adalah -

1. Melaksanakan perencanan meliputi : Konsep Perencanaan, program Kerja
Konsultansi Teknis dengan Unit Satuan Kerja Terkait.

2. Membuat Pra rencana teknis, pembuatan gambar-gambar, rencana tapak, pra
rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan
membantu kelengkapan untuk pengurusan IMB dadi Pemerintah Daerah
setempat.

3. Membuat rencana teknis pengembangan desain ; aristektur, struktur dan
utilitas termasuk perhitongan sesuai keperluannya dan rencana perkiraan
biaya.

4. Membuat gambar detail rencana, menyusun RKS dan membuat RAB.

5. Mengadakan persiapan pelelangan pekerjaan tersebut dan membantu PIHAK

PERTAMA dalam menyusim dokumen pelelangan, membantu panitia
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pelelangan dalam menyusun dokumen pelelangan, aanwizing. evaluasi
penawaran dan menyusun kembali dokumen lelang bila terjadi lelang ulang.
Mengadakan pengawasan berkala selama dalam pelaksanaan konstruksi fisik
dan membuat laporan ﬁcngawasan berkala.

Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang sesuai dengan
pelaksanaan di lapangan.

Besarnya harga kontrak perencanaan ditentukan dengan cara lump sum fix

price contract sebesar Rp. 46.162.000 dimana segala macam pajak dan

 pengeluaran lainnya dibayarkan oleh pihak pertama.

Sedangkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan Perluasan

Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) lantai ditentukan selama 45 (empat

puluh lima) hari kalender.

Ad.3. Yabap Setelah Pekerjaan Selesai

Tahap ini dimulai setelah adanya penyershan pekerjaan tahap pertama.

Konsultan Perencana menyerahkan hasil pekerjaannya setiap tahap pekerjaan

dalam bentuk berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani pihak kedua

dan pihak pertama. Tahap-tahap pekegaan yang harus dilakukan konsultan

perencana adalah :

1.

2.

4.

Tahap Pembuatan Konsep Perencanaan
Tahap Pembuatan Pra Rencana dan Pengembangan Desain
Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Detail engineering

Tahap Permbuatan Dokumen Pelaksanaan




5. Tahap Pelelangan Pembangunan perinasan gedung asrama diklat tenaga teknis
2 (dua) lantai

6. Tahap Pengawasan Berkala

2). Tanggung Iawai) Konsultan Perencana Terahdap Keterlambatan

penyerahan Pekerjaan.

Di dalam proses pelaksanaan pekerjaan bangunan, terdapat berbagai pihak
yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut adalah Pemimpin proyek sebagai
pemberi tugas, dan sebagai pelaksana tugas adalah :

1. Konsultan Perencana

N

Kontraktor/pelaksana/pemborong; dan

(93]

. Pengawas

Ketiga pelaksana tugas ini memiliki hubungan kerja yang berkaitan,
dimana masing-masing pihak memihki program yang harus dilaksanakan.

Konsultan perencana memiliki program untuk melaksanakan tugas
Konsultansi dalam bidang jasa perencanaan teknis bangunan gedung beserta
kelengkapannya. Konsultan perencana berfungsi melaksanakan pengadaan
dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi,
memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, dan memberikan
penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanzan yang timbul
selama tabap konstruksi.

Konsultan perencana bertugas menyediakan gambar rencana beserta
perhitungannya, detail dan lain sebagainya vang untuk kemudian akan

diwujudkan dalam suatu bentuk nyata berupa sebuah bangunan oleh kontraktor /



83

pemborong. Dalam proses pembangunan, pekerjaan pemborong akan diawasi
oleh Pengawas, untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai
dengan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.

Adanya keterkaitan hubungan diantara ketiga pihak inilah yang dapat
menyebabkan timbulnya kerugian berbagai pihak apabila salah satu pihak
melakukan kesalahan.

Masing-masing pekerjaan baik dari konsultan perencana, pemborong,
maupun pengawas telah ditentukan jangka waktu pelaksanaannya, sehingga
apabila salah satu pihak terlambat menyerahkan pekerjaannya, maka akan
mempengaruhi waktu kerja pihak lain.

Keterlambatan pekerjaan vang dilakukan konsultan perencana tentu akan
menimbulkan kerugian bagi Pemborong. Karena secara otomats wakty pekerjaan
akan mundur, sehingga secara keseluruhan pemberi tugas akan rugi,

Penyerahan pekerjaan vang tidak tepat waktu sesuai déngan yang
diperjanjikan disebabkan
1. Keterlambatan pekijaan karena penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat

waktu.
2. Keterlambatan pekerjaan karena force majure

Menurut Bapak Rakhmat Setiadi, ST Direktur CV. ESPRO
CONSULTANT terjadinya keterlambatan penyeranan pekerjaaan perencanaan

akan menimbulkan kerugian di pihak pemberi tugas, meskipuen bentuk kerugian




hanya dari sisi waktu saja, yaitu pekerjaan pelaksanaan provek menjadi mundur
dan tidak sesuai dengan program yang sudah direncanakan®,
Dipihak konsultan perencana, berdasarkan keterangan dari Rachmat
Setiadi, ST CV. ESPRO CONSULTANT keterlambatan pekerjaan terjadi karena :
1. Masalah perizinan; status tanah yang disediakan oleh pemberi tugas dalam
masalah, akibatnya survey terhalang dan mundur dar jadwal karena harus
bernegosiasi dengan warga pemilik tanah.

2. Karena adanya perkembangan baru di luar perkiraan pemberi tugas;
pemindahan lokasi, perubahan kapasitas.

3. Penyesuaian anggaran biaya karena taksiran awal atan budget yang tersedia
dalam DIP ternyata kurang akibat terlalu tinggi inflasi.

4. Terjadinya force majure.

Atas terjadinya keterlambatan pekerjaan dari konsultan perencana dapat
mengakibatkan terlambatnnya proses tender atau lelang pemilihan pemborong
untuk melaksanakan pekerjaen, sehingga terjadi perubahan adanya inflasi,
sehingga program-program yang telah digariskan menjadi gagal.

Jika terjadi keterlambatan pekejaan maka pemberi tugas akan
memberikan sanksi bagi perencana yang terlambat memenuhi prestasi. Menurut
keterangan dari Bapak Rakhmat Setiadi, ST Direkiur CV. ESPRO

CONSULTANT, sanksi yang akan diberikan apabila keterlambatan tidak

* Wawancara debgan Bapak Rakhmat Setiadi, ST Direktur CV. ESPRO CONSULTANT, Senin,
jam 10.00 WIB




mempunyai alasan yang jelas maka pihak konsultan akan dikenakan denda‘pinalti
sesual dengan pasal yang ada dalam kontrak®®,

Dalam perjanjian pekerjaan perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung
Asrama Diklat Tenaga Teﬁﬁs 2 (dua) Lantai disebutkan bahwa apabila terjadi
keterlambatan pelaksanaan pekerjaaan dari jangka waktu yang telah ditentukan
dalam Surat Perjanjian, yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Konsuitan
Perencana maka akan dikenai denda sebesar lo/oo (satu permil) dari harga
borongan untuk setiap 1 (satu) hari kterlambatan.

Namun hal tersebut tidak dikenakan apabila keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan terjadi karena adanya Jorce majure. Menurut Petunjuk Teknis Keppres
nomor 18 taun 2000 yang dimaksud dengan force majure atau keadaan kahar
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingg pekerjaan /
Jasa yang telah ditentukan dalam kontrak menajdi tidak dapat dipenuhi. Keadaan
yang digolongkan sebagai force majure adalah :

a. Peperangan

b. Kerusuhan

¢. Revolusi

d. Bencana Alam - banjir, gempa bumi, badai, gunung meltus, tanah longsor,
wabah penyakit dan angin topan.

e. Pemogokan

f. Kebakaran

g Gangguan industri lainnya

** Wawancara debgan Bapak Rakhmat Setiadi, §T Direktur CV. ESPRO CONSULTANT. Senin.
jam 10.00 WIB
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Atas terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan vang diakibatkan

oleh karena hal tersebut diatas, tidak dapat dikenai sanksi.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rakhmat Setiadi, ST Direktur CV.

ESPRO CONSULTANT, bahwa apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan

- peketjaan akibat force majure maka pemberi tugas tidak akan memberi sanksi.
Tindakan pembri tugas adalah memberikan perpanjangan wakty sesuai perjanjian
vang sudah ditandatangan®",

Untuk penyelesaian masalah apabila terjadi force majure, maka pihak
perencana harus memberi tahu kepada pihak pimpinan proyek untuk diadakan

penyelidikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena Jorce majure.

Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 14 hari sejak terjadinya

Jorce majure. Setelah proses penyelidikan, maka pemerintah menentukan apakah

setju atau tidak dengan pemberitahnan yang disampaikan konsultan perencana.

Apabila sependapat maka konsultan perencana tidak dapat dikenai sanksi, namun
Jika alasan tidak dapat diterima maka konsultan perencana harus dikenai sanksi
Keterlambatan pelaksanasn pekerjaan dapat juga terjadi bukan karena
kesalahan atau kelalaian konsultan perencana, namun keterlambatan tersebut
terjadi karena adanya variation order atau kehendak dari pemberi tugas. Bapak
Rakhmat Setiadi, ST Direktur CV. ESPRO CONSULTANT menjelaskan bahwa
apabila hal ini terjadi, sepanjang kehendak pemberi tugas tersebut sesuai dengan
aturan atau perundang-undangan vang berlaku maka kbnsultan perencana tetap

diberi perpanjangan waktu atas -perubaha.n pekerjaan itu.

! Wawancara debgan Bapak Rakhmat Setiadi, ST Direltur CV. ESPRO CONSULTANT, Senin,
jam 10.00 WIB
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B, PEMBAHASAN

A, Bentuk dan Proses Perjanjian Pekerjaan Perencanaan
1. Bentuk dan isi Perjanjian Pekerjaan
Peganjian Pekerjaan Perencanaaan Pembangunan Perluasan Gedung

Astama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama dengan
CV. Espro Consultant Semarang dibuat secara tertulis scbagai alat bukti vang kuat
dalam pembuktian di pengadilan nantinya apabila terjadi sengketa di kemudian
hari*?,

Kelebihan perjanjian Pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk tertulis
adalah jika timbul suaty masalah ataupun sengketa dikemudian hari, maka hal -
hal yang tertulis di dalam pefjanjian pekerjaan tersebut dapat dijadikan sebagai
alat bukti yang kuat,

Sedangkan apabila perjanjian pekerjaan itu dilakukan dalam bentuk tak
tertulis / lisan, maka kepastian  hukumnya adalah lemah sebab hanya
mengandalkan ucapan, bukan alat bukii yang autentik, sehingga dapat diputar
balikan oleh pihak lawan sengketa.

Perjanjian pekerjaan yang telah disepakati oleh kedna belah pihak harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Menurat Abdulkadir Muhammad, yang
dimaksud itikad baik adalah bahwa perjanjian pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan secara benar dengan mengindahkan norma — norma kepatuhan dan

kesusilaan,*?

*% wawancara dengan direktur CV .Espro Consultant Bpk Rakhmat Setiadi,ST, Senin, jum
10.00WIB

* Abdulkadir Muhammad, Hukurm Perikaran Bandung, PT>Citra Aditya Bakti, 1990, hal 59



88

Isi Perjanjian Pekerjaan

Dalam tahap perjanjian pada umumnya terdiri dari berbagai rangkaian
kegiatan  yang dirmﬂai dari terbentuknya perjanjian  hingga akhirnya
penandatanganan perjanjian itu, termasuk didalamnya adalah merumuskan jsi
perjanjian. Yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah ketentuan - ketentuan
atau syarat - syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak,

2. Proses terjadinya Perjanjian Pekerjaan

Sebelum  diadakan pekerjaan perencanaan Pembangunan Perluasan
Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai antara pihak satu dengan
pibak dua terdapat beberapa proses yang harus dilakukan untuk dapat membuat

perjanjian pekerjaan tersebut, yaitu melaluj proses pengadaan jasa konsultansi

yang diatur dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 vaitu melalui salah

satu;
a  Seleksi umum
b, Seleksi langsung

¢. Penunjukkan langsung

Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan Pembangunan Perluasan
Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai metode pengadaan jasa
konsuitansi yang dipilih adalah melalui cara penunjukkan langsung, berdasarkan
analisa dari penulis, pemlhhan metode pengadaan dengan sistem penunjukan

langsung memenuhi Syarat yang ditetapkar berdasarkan Pasa] 17 Keputusan

Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yaitu Pengadaan Jasa Konsultansi yang penyvedia
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jas_anya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek’ bagian

perencanaan / Pejabat yang disamakan/ ditunjuk dan ditetapkan untuk -

a. Pengadaan Jasa Kongultansi dengan nilai sampal dengan Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta Tupiah).

b. Pengadaan Jasa Konsultans; vang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya
salah satu peserta yang memenuhi syarat,

C. Pengadaan yang bersifat mendesak/ khusus setelah mendapat persetujuan dari
menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen / Gubernur/
Bupati/Walikota/ Direksi BUMN/ BUMD.

d. Penyedia jasa tunggal.

Dalam proyek Pembangunan Perfuyasan Gedung Asrama Diklat Tenaga

Teknis 2 (Dua) Lantaj i, memenuhi Syarat ke tiga, yang menyatakan bahwa

sistem penunjukan ini dipilih disebabkan adanya keterbatasan waktu yang tersedia
mengingat anggaran mtuk pekerjaan Pembangunan Perlyasan Gedung Asrama
Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai selama 45 {(empat puluh lima) hari serta Jjenis
pekerjaan tersebut sangat spesifik dan memerlukan keahlian khusus sehingga
Konsultan Perencana yang akan ditangani dipilih langsung berdasarkan kriteria
berpengalaman baik dan profesional dalam pembuatan desain Pembangunan
Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai.

Perjanjian  pekerjaan perencanaan  Pembangunan Perlyasan Gedung

Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai dibuat secara tertulis dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pimpinan proyek vaitu
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Departemen Agama selaku pemberi tugas dengan CV, ESPRO CONSULTANT

selaku Konsultan Perencana.

Dalam pembuatan perjanjian ini syarat- Syaratnya dibuat oleh pemimpin

proyek dan konsultan perencana dibantu oleh panitia penunjukan langsung, karena

bentuk dan isinya ditentukan oleh Bappenas.

Perjanjian tersebut telah ditentukan bentuknya, namun tidak berarti bahwa

hal ing bertentangan/ tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak seperti

ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, karena dalam pembnuatan

perjanjian klausula- klausula dalam perjanjian diteli bersama dan apabila sudah

ada kesepakatan baru maka akan ditandatangani bersama. Rila ke dua belah pihak

menyetujui aturan — atyran tersebut maka pembuatan pegjanjian dapat dianjutkan

hamun  sebaliknya apabila salah samy pihak tidak sepakat atay menolak
kesepakatan baru berarti tidak akan terjadi perjanjian.

Pembuat perjanjian atay kontrak ini dibuat secara temdis,' perianjian
tersenbut tidak perlu dibuat dihadapan Notaris tetapi hanya dikadiri oleh pihak
pertama sebagai pemberi tugas dengan pihak kedua selaiqy konsultan perencana
dan kemudian ditandatangani oleh keduanya. Perjanjian vang dibuat diantara para
pikak sendiri dengan disertai meterai sudah memiliki kekuatan hukum Kkarena
merupakan akta otentik, sepanjang para pihak tidak mengingkarinya.

Perjanjian tersebut telah sah karena telah memenuhl syarat sahnya

perjanjian dalam Pasal 1320 KUK Perdata. Ketiadaan suatu syarat dalam

1320 KUH Perdata

Pasal
tersebut  mengakibatkan perjanjian  dapat  dimintakan

pembatalannya atan Batal Dem; Hukum. Dengan diadakannya suaty perjajian ini
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akan membawa serta hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dimana
dalam surat Perjajian perencanaan terdapat hak dan kewajiban keduanya baik dari
segi administrasi maupun dari segi tekhnisnya. Segi administrasi meliputi jangka
waktu penyelesaian, cara pembayaran, sanksi, dan lain-lain. Segi tekhnis meliputi
tekhnis perencanaan arsitektural, struktural dan hal-hal di Iuar seg administrasi,
Pihak pertama adalah menerima hasil pekerjaan perencanaan dari Pihak Kedua,
kewajiban dari pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan sesuai
dengan pekerjaan yang dibuat diantara keduanya. Pihak Kedua mempunyai hak
untuk menerima honor atas jasa konsultansi yang telah dilaksanakan dan dari
pihak pertama berkewajiban untuk membayar honor pihak kedua sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam surat perj ajian atau kontrak.

Perjanjian pekerjaan perencanaan  Pembangunan  Perluasan (Gedung
Asrama Dikiat Tenaga Teknis 2 (Dua) Lantai inj dibuat dalam benmk perjanjian
standar yaitu yaitu perjanjian perencanaan inj (Surat Perintah Ker]a dan Surat
Perjanjian Perencanaan) dibuat dalam bentuk model- mode] formulir tertenty yang
isinya telah ditentukan pemberi tugas berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 2000.

Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, dokumen kontrak
sekurang- kurangnya harus memuat ketenan -

a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
b. Hakdan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjénjian;

¢. Nilai atas harga kontrak-pekerjaan, serta s?arat—syarat pembayaran;




d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terini:
¢ Tempat dan jangka wakt penyelesaian/ penyerahan dengan disertai jadwal
waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta Syarat-syarat penverahannya;
f Jaminan teknis/ hasi pekerjaan vang dilaksanakan;
g Sanksi dalam hal para pihak ridak memenyihi kewajibannya;
h. Penyelesaian perselisihan
Pasal 22 ayat 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi menambahkan babwa dalam kontrak keria untuk pekerjaan
perencanaan harus memuat ketennuan tentang hak atas kekayaan intelektual,
Kekayaan intelektual adalah hasil inovasi perencanaan konsmuksi dalam
suatu pelaksanaan kontrak kegja konstruksi baik bentik hasil akhir perencanaan
dan atau dan bagian-bagianya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.
Pencantuman ketentuan ini terkait dengan adanya kewajiban konsultan perencana
untuk melindungi pemberi tugas dari segala tuntutan atay klien dari Pihak ketiga
atas pelanggaran hak paten, hak cipta merek (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
Cara  penentuan harga dalam pelaksanaan perjanjian  pekerjaan

perencanaan dibedakan dalam benmik:

Kontrak Lunp Sum biasanya dipakai dajam pembangunan gedung-gedung

sedangkan unit price biasanya dipakai dalam pembangunan ialan raya,
Dari hasil penelitian, sistem vang digunakan adalah Lunp Sum  Fix Price

Contract yaitu kontrak dengan harga yang tetap sebesar yang disetujui dalam

kontrak kecuali ada perubahan pekerjaan perencanaan. Apabila tidak ada
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- perubahan  pekerjaan jumlah harga dalam kontrak tetap meskipun pada

kenyataannya jumlah waktunya lebih besar atay lebih kecil,
Keuntungan Lunp Sum Fix Price Contract adalah

1. Adanya kepastian anggaran,

t

[N

Pada saat pelaksanaan realisasi membengkaknya volume yang terjadi di

lapangan tidak menjadi masalah karena biaya sudah pasti tetap.

L)

Tidak perlu ada petugas untuk mengukur volume atau satuan waktu.

Keuntungan Sistem Harga Lunp Sum Fiv price Contract adalah Kurang
mencerminkan jumlah besaran volume yang sebenamya dilaksanakan dalam
pekerjaan nyata di lapangan, karena perhitungan volume hanya didasarkan pada
estimasi atau perkiraan darj gambar-gambar kerja yang pada kenyataannya kurang
dapat meggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

Setelah Sﬁrat perjanjian perencanaan dibuat berikut klausula-klausuia
maka selanjutnya adalah pelaksanaan dari isi perjanjian. Perjanjian perencanaan
pekerjaan antara Departemen Agama dengan CV. ESPRO CONSULTANT dibuat
setelah dikelﬁa:kannya surat penunjukan pemberian pekerjaan,

Pelaksanaan pekerjaan perencanaan oleh konsultan perencana mulai
dilaksankan setelah Konsultan Perencana menerima surat perintah mulai kerja
secara tertulis yang dikeluarkan olel direks, Konsultan perencana harus memulai
pekerjaan tanpa menunda kecuali apabila secara tegas disetujui atau diperintahkan
oleh direksi pekerjaan atau oleh penyebab di luar pengendalian konstruksi
tersehut. Konsuitan Perencana mulai pekerjaan 7 (tujuh) setelah tanggal mulai

kerja.
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Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan inj konsultan perencana akan
diawasi oleh :
1. Konsultan Manajemen Konstruks;.
2. Pengelola tekhnis pekerjaan umum.

Tugas dari pengawas ini adalah mengawasi sefuruh kegiatan perencanaan
mulai dari pekerjaan survel, penyelidikan tanah, dan pekerjaan selanjutnya. Dalam
pelaksanaan petjanjian pihak konsultan perencana mempunyai tanggung jawab
untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan sesuaj dengan kontrak dan rencana
kerja dan syarat (RKS) dan sesuaj dengan Pasal 23 Undang — Undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Para pihak dalam melaksanakan
pekerjaannya  haryus memenuhi - kewajiban yang  dipersyaratkan  untuk
berlangsungnya  tertib penyelenggaraannya pekerjaan  konstruksi. Dengan
demikian apabiia pekerjaan perencanaan dari pihak kedua inj telah selesai maka
konsultan perencana harys menyerahkan hasilnya kepada pihak pertama sesuaj
Jangka wakiu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

3. Tanggung jawab konsultan perencana dalam hal terjadi wanprestasi

a. Tanggune Jawab Perencana

Tanggung jawab Konsultans; berencanaan adalah sebagai berikut:
1. Konsultansi perencanasn bertanggung jawab seacara professional atas jasa

sesuai dan kode tata lakn profesi yang berlaky.

Mo

Hasil karya perencanaan harus memenuhi persyaratan standar hasit karya

perencanaan yang berlaku,



3. Hasil karva perencanaan harus setelah mengakomodasikan batasan-batasan
yang telah diberikan oleh proek, termasuk melalui KAK ini, seperti darisefi

pembiayan, wakty penyelesaian pekerjaan dan mumy bangunan yang akan

diwujudkan.

4. Hasil karya perenacanaan harus telah memenuhi peraturan standar dan

pedoman teknis bangunan vang berlaku.

Tanggung jawab konsuitan perencana  menurut petunjuk  tekhnis

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan babwa syarat kontrak

harus terdapat hat yang memuat mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

yaitu;

1. Bagaimana jika tegjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pthak

penyedia barang/jasa atau pengguna barang/ jasa dari jadwal yang ditentukan
dalam kontrak.

2

—

Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/ jasa jika terjadi

keterlambatan pekerjaan.

3. Pengecualian dari ketentuan (2) karena terjadi keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan akibat keadaan kahar (keadaan memaksa).

Keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan merupakan bentuk wanprestasi,

namun hal tersebut tidak berlaky bila terjadi overmacht, di mana konsultan

perencana tidak dapat dimintg pengganti kerugian,

Untuk menentukan wanprestasi karela overmachs, dalam overmacht

terdapat unsur- unsur-

1. Tidak dapat diduga sebetumnya,
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[Se]

- Di luar kesalahan Debitor.

3. Menghalangi Debitor untuk berprestas;.

A~

Debitor belum Jalaj.

Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan  akibat overmacht, maka
pemerintah sebagai pihak pember; tugas tidak dapat meminta Pengganti kerugian
berupa denda yang ditetapkan dalam kontrak untuk tiap satu hari keterlambatan
pekerjaan tersebut,namun memberikan perpanjangan wakty kepada perencang
untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pemerintah sebagai pemberi tugas dapat pula melakukan penghentian atan
Pémutusan perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 33 Kepumsan Presiden
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instans;
Pemerintah

Jadi apahila wanprestasi terjadi kareng overmacht, maka jika tidak
memungkinkan adanya Perpanjangan  wakty, pemerintah  dapat melakukan
penghentian kontrak karena pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi apabila
Wanprestasi terjadi karena kelalaian pihak kedua, maka bemerintah  dapat
melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor
18 Tahun 2000.

Pemutusan kontraknya disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa
dikenakan sanksi sesyaj yang gitetapkan dalam dokumen kontrak berupa ;

a. Jaminan pelaksanaan menfadi milik nepara,
b. Sisa uang muka harus ditunasi oleh penyedia barang/ jasa,

¢. Membayar denda dag ganti rugi kepada negara.



97

d. Pengenaan dafiar hitam untuk Jangkla waktu tertenty,

Pemutusan kontrak yang disebabkan kelalajan pengeuna barang/ jasa
dikenakan sanksi berupa %(E:wajiban mengganti kerugian yang menimpa pennyedia
barang/ jasa sesuai ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Setiap  keterlambatan yang dilakukan konsultan perencana  dalam
melaksanakan pekerjaan maka akan dikenakan denda dan sanksi.

Pengeﬁaan denda disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian.
Kesepakan dalam Petjanjian pekerjaan perencanaan menyatakan dalam Pasal 9,
Bahwa Jika pihak kedua setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-
turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian, pihak kedya
diwajibkan membayar dengan kelalaian sebesar 1 /o0 (satu perseribu) dari biaya
perencanaan, dengan ketentuan pihak kedua tetap berkewajiban untuk
memperbaiki kelalaian yang diperingatkan tersebut,

Berdasarkan analisa penulis maka ketentuan mengenai pengenaan denda
dalam perjanjian tersebyt telah sesuai dengan Pagal 39 Keputusan Presiden

Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur mengenai sanksi karena keterlambatan

barang/ jasa dalam hal ini konsultan perencana, maka penyedia barang/ jasa vang

bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang- kurangnya 1 o/00 (satu

perseribu) per hari dar nilai kontrak atan bagian kontrak tertenmy berkenaan

dengan sifat pekerjaannya dan maksimal sebagai jaminan, pelaksanaan,
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konsultan perencana  yang teiah Iempunyai pengalaman panjang dalam

menangani proyek yang sejenis telah Sangat mampu mengatasj kendala- kendala
yang terjadi dj lapangan.
Pengawasan oleh konsultan Perencana mulai sejak penjelasan pekerjaan

pada  wakt pelelangan sampai  penyerahan akhir

oleh pemborong
(Kep.Dirjen. Cipta DPU No.023/KPTS/CK/1 992).

Pengawasan hanya mehiputi pengawasan atas kesesuaian bestek dengan

Pelaksanaannya dan bengawasan darj segj arsitekturnya.

Mengenai honorarium biasanya telah ditetapkan sebelumnya dajam
perjanjian. Apabila terjadi peruhahan bestek yang merupakan penambahan

pekerjaan di mana menyebabkan perubahan nilai kontrak, besarnya honorarium

akan mengalami perubahan.  Perybahap atas  honorarium dimusyawarahkan

bersama dalam suaty rapat dan disetjui secara tertulis oleh Yang memborongkay,

Khusus bagj gedung pemerintah, besamya honorarium unpyk konsultan
berencana  digtyr

Secara  tersendin (KEp.Dinen.Cipta Karya DpU

Apabila yang memborongkan pihak pemerintan sedangkan perencana

pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebyy dengan Perjanjian melakukan

Jasa di mana dalam praktek dituangkan dalam surat perja

njisn pekerjaan
perencanaan

™ Djurnialdji, Hylam Bangunan, ineka Cipta, Yogvakarta, 1995 hal 33
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Sebagai konsultan pengawas dapat ditunjuk Juga konsultan perencana atan
konsultan lain baik pemerintah maupun swasta.

Tugas konsultan Pengawas meliputi seluruh Pengawasan atas tahap
konstruksi, dalam hal inj konsultan pengawasa sebagai pemadu antara bestek,

Pelaksanaan pekerjaan dan Syarat — syarat teknis yang ada

penyerahan.

Pengawasan pelaksanaan berarti mewakili yaug memborongkan dalam
segala hal vang menyangkut  pelaksanaan vaitu  memberi pimpinan  dan
mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Apabila direksi pihak swasta sedangkan yang memborontzkan pihak
pemerintah, maka hubungan hukumnya disebut Perjanjian pemberjag kuasa, di
mana yang memberi kuasa pihak yang memborongkan (pemerintah) sedangkan
yang diberi kuasa adalah pihak direksi (swasta).

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Bab XV Buku 11 KUH Perdata,
Perjanjian pemberian kuasa antara yang memborongkap dengan direksi/pengawas
di dalam praktek dissbut dengan surat peanjian pekerjaan pengawasan.
Ketdudukan direksi terhadap yang memborongkan adalah kuasa/wakil dari yang
memborongkan.

Di dalam praktek apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat

menuntut kepada debityr-
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. Pemenuhan prestasi
. Pemenuhan prestag; dengan ganti rugi

. Ganti rugi

Pembatalan perjanjian

- Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Di datam praktek apabila terjadi wanprestas; dalam perjanjian perencanaan

maka pemimpin proyek terlebih dahuly memberi  teguran agar Konsultan

perencana memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

jangka waktuy vang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap

mengabaikan peringatan tersebut maka konsultan perencana dianggap telah

melakukan wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi tersebut sebagai berikur:

Apabila konsultan perencana setelah mendapat peringatan tertulis tiga kali
berturut — turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan
kelalaian, diwajibkan membayar dengan kelalaian sebesar 1 o/oo (satu
perseribu) dari biaya peréncanaan, dengan ketentyan tetap berkewajiban untuk
memperbaiki kelalajan vang diperingatkan tersebut.

Maksimum denda komulatif sebesar 5 % (lima prosen) dari sisa nilai kontrak,
dan maksimum 10% (sepuluh prosen) dari pilaj bagian - bagian vang
terlambat.

Di dalam praktek , Kalau terjadi overmacht, maka konsultan pemcana

barus memberitahukan kepada pemimpin proyek secara tertulis selambat —

[UPT-PUSTAK-Uubiy.
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lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya overmach!, dengan
disertai bukti — bukti yang sah. Pemimpin proyek akan setuju atau menolak secara
tertulis  overmacht itu dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak adanya
pemberitahuan tersebut. |

Jika pemberitahuan overmacht disetjui oleh pemimpin proyek maka
dalam prakiek konsultan peencana dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu
menyerahkan pekerjaan atau dapat mengajukan ganti rugl setelah diadakan
penelitian kebenarannya.

Sebaliknnya apabila ditolak pemberitahuan overmacht maka wajib

mengganti kerugian.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Dari wuraian yang telah disampaikan pada penelitian dan p?embahasan
dalam bab sebelumnya mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan p%:rencanaan

Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (d:ua) Lantai

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Perjanjiaan pekerjaan dalam Pelaksanaan Perjanjian ;Pekerjaan
Perencanaaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklét Tenaga
Teknis 2 (dua) Lantai Antara Departemen Agama Dengan (;JV . Espro
Consultant Semarang dibuat secara tertulis sebagai alat bukt I\ang kuat
dalam pembukiian di pengadilan nantinya apabila terjadi se:ngketa di

kemudian har,

2. Pelaksanaan perjanjian perencanaan Pembangunan Perluasauf Gedung

Astama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai ditempuh melalli metode
|
Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan Jasa Konsultansi yang penyedia

Jjasanya ditentukan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Perm'mpixj] Provek /

Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk:

a. Pengadaan Jasa Konsultensi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00

(Lima puluh juta rupiah). |

b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya

satu peseria yang memenuhi syarat.



c. Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari
Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen / Gubernur / Bupati /
Walikota / Direkst BUMN / BUMD.

d. Penyedia Jasa Tunggal. |

Sistem ini dipilih oleh pemberi tugas karena proyek vang akan
dilaksanakan dimana waktu 'yang tersedia untuk melaksanakan proses pelelangan
tidak cukup, jadi proyek ini bersifat mendesak. Selain itu penunjukan langsung
dipihh karena pekerjean yang akenm dilakukan sangat spesifik dan memerlukan
keahlian khusus. Proses pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menyimpang dari
ketentuan Kepres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah,

Proses terjadinya Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaaan
Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai
Antara Départemen Agama Dengan CV. Espro Consultant Semarang adalah
sebagai berikut: Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung
Pendidikan Pembangunan Prasarana Lingkungan Gedung Balai Dikiat Pegawai
Teknis Keagamaan Semarang, Pemberian undangan tender, Pemberian nenjelasan
pekerjaan (aanwijzing), Penentuan pemenang tender, Penetapan penuniukkan
pemenang, Perjanjian Pekerjaan perencanaan den Surat perintah mutai kerja,

3. Tanggung jawab konsultan perencana terhadap terjadinya keterlambatan
penyerahan pekerjaan maka sesuai dengan Keppres no 18 tahun 2000 vaitu

pengenaan denda sekurang-kurangnya 1 o/oo (saru perseribu) per han dari

nilai kontrak. Dalam pelaksanaan, perjaniian vang dibuat antara CV. ESPRO
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CONSULTANT dengan Departemen Agama mengenai Pembangunan
Perluasan Gedung Asrama Dikiat Tenaga Teknis 2 (dua) Lantai telah
mengatur mengenai sanksi tersebut dalam salah satu pasalnya. Dalam Surat
Perjanjian diatur mengenaj pengenaan denda sebesar 0,19% dari harga
borongan untuk setiap satu hari keterlambatan. Namun pihak konsultan
perencana dibebaskan dari pengenaan denda ini apabila keterfambatan
pekerjaan ini terjadi karena adanya force majure. Konsultan perencana juga
diberl perpanjangan waktu apabila teri

an pekegaan karena

adanay variation order atau perubahan pekerjaan atas kehendak pemberi tugas.

Saran-saran yang dapat diberikan dalam permasalahan ini adalah :

ALl LL

Bagi pihak pertama sebagai pihak pemberi tugas, dalam melakukan pengadaan

Ay
~ES

jasa konsultansi diharapkan agar sesnai dengan kriteria var

g diinginkan

ckerjaan dapat terealisasi sesuai haranan Metode penuniukan laensune
P Y g

ot

meskipun dipakai karena wakm yang mendesak, harus memilih konsultan

pit LA

yang profesional, berpengalaman dan memiliki filosofi dalam pembuatan
setiap desain bangunan. Dengan mengmmakan metode ini kemungkinan
terjadi kolusi dan nepotisme dalam pemilihan konsultan sangat kecil, karena
pemilihan dilakukan berdasarkan pengalaman dan profesionalisme. Sedangkan
dalam pembuatan perjanjian,agzar kedua belsh pihak menyatakan dengan jelas

hak-haknya agar dituangkan dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila

terjadi permasalaban dapat diselesaikan karena ketentuannya terdapat dalam
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surat perjanjian/kontrak. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian di
salah satu pihak saja.

Dalam perjanjian yang dibuat para pihak hendakiah mencantumkan secara
jelas mengenai masﬂah kegagalan bangunan. Meskipun kemungkinan
terjadinya masalah ini sangat kecil namun dapat menghindari terjadinya

konflik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar ketentuan.
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